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MOTTO 

 مِن تَ غُوا  ۡ  بٱوَ  ضِ ۡ  أرَۡ  لٱ فِ  نتَشِرُوا  ٱفَ  ةُ لصَّلَو  ٱ قُضِيَتِ  فَإِذَا
 ۰۱ لُِِونَ ۡ  تُف ۡ  لَّعَلَّكُم كَثِيراً للَّوَ ٱ كُرُوا  ۡ  ذٱوَ  للَّوِ ٱ لِ ۡ  فَض

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di 
muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-
banyak supaya kamu beruntung.” (Q.S. Al-Jumu‟ah (62) : 10 

 

“Jadilah orang yang selalu terlihat bahagia dihadapan manusia, 
walaupun hatimu menyimpan berbagai sedih dan luka.” –Habib 
Ali Zaenal Abidin Alkaffs 
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ABSTRAK 

Penetapan Harga Gas Elpiji  3 Kilogram di Tingkat Pangkalan 
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kecamatan Teluk 
Segara Kota Bengkulu Tahun 2022). Oleh Sandra Rizka Amelia, 
NIM : 1811120084. 

Pembimbing I: Dr. Iim Fahimah, Lc, M.A dan Pembimbing II: Dr. 
Ismail Jalili, MA 

Penulisan Skripsi ini dilatar belakangi Gas elpiji 3 kg bagi beberapa 
kalangan menjadi lahan bisnis yang sangat menggiurkan dan 
menguntungkan, namun untuk menghindari terjadinya perbedaan 
harga dalam pendistribusian gas elpiji 3 kg, Gubernur Kota 
Bengkulu mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Bengkulu 
No R.227/IV Tahun 2015, maka dari itu HET elpiji subsidi di 
tingkat pangkalan adalah Rp. 15.300/Tabung. Namun di lapangan, 
penulis mendapatkan perbedaan harga jual gas elpiji 3 kg yang 
dilakukan oleh beberapa pangkalan gas elpiji 3 kg, di mana 
pangkalan Bosman terletak di jalan Iskandar Tengah Padang 
menjual gas elpiji 3 kg dengan harga Rp.19.000/tabung, Pangkalan 
Audya Gas terletak di jalan Sentot Ali Basyah Kelurahan Bajak 
menjual gas elpiji 3 kg dengan harga Rp.18.000/tabung. Sedangkan 
pangkalan Sumber Rizki Alam di Berkas menjual gas dengan harga 
Rp. 17.000/tabung. yang artinya setiap pangkalan menjual gas 
elpiji 3 kg dengan harga yang berbeda dan tidak sesuai dari 
ketetapan harga yang sudah ditentukan oleh Pertamina melalui 
Surat Keputusan Gubernur Kota Bengkulu. Ada dua permasalahan 
yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu, (1) Bagaimana penetapan harga 
jual gas elpiji 3 kilogram oleh penjual di tingkat pangkalan 
Kecamatan Teluk Segara (2) Bagaimana penetapan harga gas elpiji 
3 kilogram oleh penjual di tingkat pangkalan dalam perspektif 
hukum ekonomi syariah. Tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk 
mengetahui penetapan harga jual gas elpiji 3 kilogram di tingkat 
pangkalan Kecamatan Teluk Segara dan untuk mengetahui 
penetapan harga gas elpiji 3 kilogram oleh penjual di tingkat 
pangkalan dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Metode 
Penelitian yang digunakan adalah diskriptif kualitataif dan jenis 
penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Informan 
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ditentukan dengan teknik purposive sampling. Yang menjadi 
informan dalam penelitian ini adalah pangkalan (penjual) dan 
konsumen (pembeli) dan Objeknya adalah penetapan harga jual 
Gas Elpiji 3 Kg di Kecamatan Teluk Segara menurut Hukum 
Ekonomi Syariah. Jumlah informan yaitu 13 orang, 3 diantaranya 
Pangkalan Gas Elpiji 3 Kg dan 10 Diantaranya Konsumen Gas Elpiji 
3 Kg. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa penetapan harga 
jual gas elpiji 3 kg di kecamatan teluk segara menjual sesuai HET. 
Adapun perbedaan harga antara pangkalan gas elpiji menunjukkan 
bahwa mereka mengikuti mekanisme pasar dimana mereka perlu 
keuntungan. Penetapan harga jual Gas elpiji 3 kg di tiga pangkalan 
Kecamatan Teluk Segara dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) 
yang telah ditetapkan untuk pangakalan sebesar Rp 15.300/tabung 
berdasarkan SK Gubernur No R.227/IV Tahun 2015, Hal ini 
disebut dengan istilah tas‟ir. Tas‟ir merupakan penetapan harga 
yang dilakukan oleh pemerintah karena pertimbangan 
kemaslahatan secara luas. Untuk mencegah penimbunan dan 
menghilangkan kezaliman diperbolehkan berdasarkan firman 
Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 59. Dan kesesuaian lima teori 
indikator penetapan harga menurut pandangan islam. Saran dari 
penelitian ini adalah bagi masyarakat di kecamatan teluk segara 
hendaknya melaporkan apabila pihak pangkalan maupun 
pengecer gas elpiji 3 kg diatas harga HET kepada pemerintah 
setempat. 

Kata Kunci : Penetapan Harga, Gas Elpiji 3 Kg, Pangkalan, Pengecer, dan 
Fiqh Muamalah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Jual beli adalah pertukaran antara suatu barang dengan 

barang yang lain. Jual beli merupakan transaksi yang 

berpengaruh di dalam dunia berbisnis, dan merupakan bagian 

terpenting dalam melakukan aktivitas dalam suatu usaha. Oleh 

karena itu, pengusaha muslim mempunyai kewajiban untuk 

memahami semua bentuk kegiatan jual beli untuk mengetahui 

sah atau tidaknya kegiatan jual belinya. Dalam pelaksanaanya, 

seorang saudagar (pengusaha) muslim harus mengingat dan 

menimbang, suatu transaksi jual beli telah sesuai dengan dasar 

dan asas dalam bermuamalah yang diajarkan oleh Islam.1 

Aturan tentang bertransaksi telah tertulis di dalam al-Qur‟an, 

al-Hadits dan ijma‟ ulama. Agama Islam tidak melarang 

hubungan antar manusia selama urusan tersebut tidak 

bertentangan dengan Hukum Islam. Salah satu contoh dalam 

hubungan ini adalah kegiatan ekonomi yaitu jual beli yang 

memang dibutuhkan oleh manusia. Allah SWT berfirman 

dalam QS. An-Nisa‟ ayat 29 :   

 طِلِ بَ  ۡ  لٱبِ  نَكُمۡ  بَ  لَكُموَ  ۡ  أمَ ا  ۡ  كُلُوۡ  تأَ لَ  ءَامَنُوا   لَّذِينَ ٱ أيَ ُّهَاۡ  يَ  

ۡ  مِّنكُم تَ رَاضٍ  عَن رَةً تَِ   تَكُونَ  أَن ۡ  إِلَّ   ا  ۡ  تُ لُوۡ  تَق وَلَ  ۡ 

ۡ  أنَفُسَكُم  ٩٢  امًي حِرَ  ۡ  بِكُم كَانَ  للَّوَ ٱ إِنَّ  ۡ 

                                                           
1
 Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 74. 



2 
 

 
 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-

suka di antara kamu. Dan janganlah kamu  membunuh 

dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu. ( QS. An-Nisa: 29 )” 

Berdasarkan ayat di atas maka transaksi jual beli harus 

berdasarkan kerelaan, tidak ada unsur keterpaksaan penipuan 

dan pemalsuan yang berdampak merugikan antara pihak yang 

beraqad baik penjual ataupun pembeli dengan kerugian 

materil maupun non materil. Termasuk dalam hal jual beli gas 

elpiji. 

LPG (liquified petroleum gasses) merupakan bahan bakar 

berupa gas yang dicairkan dan merupakan produk minyak 

bumi yang ramah lingkungan dan banyak digunakan oleh 

rumah tangga dan industri. Program konversi minyak tanah ke 

LPG yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 

2007 kini telah menjangkau hampir seluruh kawasan 

Indonesia. Hal ini menyebab kan banyaknya permintaan 

masyarakat terhadap LPG, khususnya LPG 3 kg. salah satu 

produk elpiji yang dikeluarkan oleh pertamina ini paling 

banyak digunakan masyarakat karena praktis dan memiliki 

harga yang paling murah diantara tabung elpiji lainnya.2   

Gas elpiji merupakan komoditi kebutuhan pokok 

masyarakat sehari-hari, baik digunakan untuk kebutuhan 

rumah tangga maupun usaha industri rumah yang menjadi 

kebutuhan paling besar masyarakat kota bengkulu yang 

sebagian berprofesi usaha kecil menengah. 
                                                           

2
 http://scholar.unand.ac.id. Diakses pada tanggal 14 desember 2021.  

http://scholar.unand.ac.id/
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HET (Harga Eceran Tertinggi) adalah penetapan harga 

maksimum merupakan batas tertinggi harga penjualan yang 

dipatuhi oleh produsen. Kebijakan penetapan harga 

maksimum ini bertujuan untuk melindungi konsumen, agar 

konsumen dapat menikmati harga yang tidak terlalu tinggi. 

Jika harga suatu barang dianggap terlalu tinggi sehingga tidak 

dapat dijangkau lagi oleh masyarakat, maka pemerintah dapat 

menetapkan harga maksimum atau biasa disebut Harga Eceran 

Tertinggi ( HET ) atau Ceiling Price.3 

Gas elpiji 3 kg bagi beberapa kalangan menjadi lahan 

bisnis yang sangat menggiurkan dan menguntungkan, namun 

untuk menghindari terjadinya perbedaan harga dalam 

pendistribusian gas elpiji 3 kg, Gubernur Kota Bengkulu 

mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Bengkulu No 

R.227/IV Tahun 2015, maka dari itu HET elpiji subsidi di 

tingkat pangkalan adalah Rp. 15.300/Tabung.4  

Namun di lapangan, penulis mendapatkan perbedaan 

harga jual gas elpiji 3 kg yang dilakukan oleh beberapa 

pangkalan gas elpiji 3 kg, di mana pangkalan Bosman terletak 

di jalan Iskandar Tengah Padang menjual gas elpiji 3 kg 

dengan harga Rp.19.000/tabung, Pangkalan Audya Gas 

terletak di jalan Sentot Ali Basyah Kelurahan Bajak menjual gas 

elpiji 3 kg dengan harga Rp.18.000/tabung. Sedangkan 

pangkalan Sumber Rizki Alam di Berkas menjual gas dengan 

harga Rp. 17.000/tabung5 yang artinya setiap pangkalan 

menjual gas elpiji 3 kg dengan harga yang berbeda dan tidak 

                                                           
3
 Satria-sig.blogspot.com. Diakses pada tanggal 12 desember 2021. 

4
 Surat Keputusan (SK) Gubernur Bengkulu No R.227/IV Tahun 2015, Tentang  

Harga Eceran Tertinggi (HET) Gas Elpiji 3 Kg. 
5
 Hasil wawancara pangkalan gas elpiji 3 kilogram di Kecamatan Teluk Segara 

Kota Bengkulu, pada tanggal 20 maret 2022. 
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sesuai dari ketetapan harga yang sudah ditentukan oleh 

Pertamina melalui Surat Keputusan Gubernur Kota Bengkulu. 

Perbedaan harga tersebut menjadi sesuatu yang menarik bagi 

penulis untuk mengkajinya, terutama sekali berkaitan dengan 

apa alasan sebab perbedaan harga itu bisa terjadi, dan betulkah 

mereka tidak mengindahkan SK Gubernur Bengkulu No. 

R.227/IV Tahun 2015, tentang HET elpiji subsidi di tingkat 

pangkalan.  

Oleh  karena itu penulis akan mengkajinya dalam 

bentuk skripsi dengan judul “PENETAPAN HARGA GAS 

ELPIJI 3 KILOGRAM DI TINGKAT PANGKALAN 

PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI DI 

KECAMATAN TELUK SEGARA KOTA BENGKULU 

TAHUN 2022)” 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penetapan harga jual gas elpiji 3 kilogram oleh 

penjual di tingkat pangkalan Kecamatan Teluk Segara ? 

2. Bagaimana penetapan harga gas elpiji 3 kilogram oleh 

penjual di tingkat pangkalan dalam perspektif Hukum 

Ekonomi Syariah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Rumusan masalah di atas tujuan dari penelitian 

ini adalah : 

1. Untuk mengetahui penetapan harga jual gas elpiji 3 

kilogram di tingkat pangkalan Kecamatan Teluk Segara. 
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2. Untuk mengetahui penetapan harga gas elpiji 3 kilogram 

oleh penjual di tingkat pangkalan dalam perspektif Hukum 

Ekonomi Syariah 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan penulis 

diatas kegunaan penilitian ini yaitu: 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan, 

khazanah serta pengembangan-pengembangan ilmu 

pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah terutama 

yang berkaitan dengan harga pangkalan gas elpiji 3 

kilogram. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

acuan bagi kalangan masyarakat terkait tentang harga 

pangkalan gas elpiji 3 kilogram. 

 

E. Penelitian Terdahulu 

Untuk menghindari munculnya asumsi duplikasi hasil 

penelitian, maka penulis memberikan paparan tentang 

beberapa karya yang telah ada yang memiliki kemiripan 

dengan objek yang akan peneliti lakukan diantaranya sebagai 

berikut : Pertama Penelitian yang dilakukan oleh Lupian 

Haryadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati 

Sukarno Bengkulu yang berjudul, Distribusi Gas Elpiji 3 kg di 

Kota Bengkulu Ditinjau 
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dari Perspektif Ekonomi Islam.6 Skripsi ini membahas tentang 

sistem distribusi gas elpiji 3 kg di Kota Bengkulu yang 

dilakukan oleh Pertamina, SPPBE, Agen dan Pangkalan 

ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Untuk mengungkap 

persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti 

menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik 

pengumpulan data primer dan sekunder. Teknis analisis data 

yang digunakan adalah penjabaran data, kemudian data 

dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan yang 

diajukan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa ada pihak 

Pangkalan yang menyalurkan gas elpiji 3 kg lebih 

mengutamakan pengecer dari pada rumah tangga, dengan 

harga yang berbeda di atas HET. Sehingga pengecer 

menyalurkan gas elpiji 3 kg tidak tepat sasaran, menyalurkan 

ke luar area, menimbun dan menjual kepada yang tidak berhak  

menggunakan gas elpiji 3 kg, akan tetapi konsumen yang tidak 

berhak menggunakan gas elpiji 3 kg terpaksa menggunakan 

gas elpiji 3 kg dikarnakan gas elpiji 12 kg susah juga untuk 

didapatkan, hal ini berdampak kepada ke langkaan dan harga 

gas elpiji 3 kg meningkat. Hal ini dilarang didalam ekonomi 

Islam.  

Persamaan penelitian ini adalah pada penelitian yang 

disusun oleh Lupian Haryadi  dan penulis sama-sama 

membahas tentang gas LPG. Perbedaan pada skripsi yang 

disusun oleh Lupian berfokus pada Distribusi Gas Elpiji 3 kg di 

Kota Bengkulu Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam 

sedangkan penulis disini berfokus pada penetapan harga gas 

                                                           
6
 Lupian Haryadi, Distribusi Gas Elpiji 3 kg di Kota Bengkulu Ditinjau dari 

Perspektif Ekonomi Islam . Skripsi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu 2017. 
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elpiji 3 kilogram di tingkat pangkalan di Kecamatan Teluk 

Segara Kota Bengkulu perspektif Hukum Ekonomi Syariah. 

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan 

Fakultas Syariah  hukum UIN Sultan Syarif  Kasim Riau  yang 

berjudul Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas LPG 3 kg 

Di Kota Pekanbaru.7 skripsi ini membahas bahwa Pengawasan 

yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Kota Pekanbaru dalam Pendistribusian gas LPG 3 kg di Kota 

Pekanbaru belum optimal, hal ini disebabkan masih terdapat 

Agen dan penyalur dari gas LPG 3 kg yang belum sepenuhnya 

menjalankan proses distribusi sesuai dengan peraturan yang 

telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Pepres No. 104/2007 

tentang Penyediaan, Pendistribusian, Penetapan Harga LPG 

Tabung 3 kg dan Keputusan Walikota Pekanbaru No 237 

Tahun 2009 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG 

Tabung 3 kg di Kota Pekanbaru. seperti perbedaan harga jual 

eceran, peredaran tabung dan penyalahgunaan gas LPG 3 kg, 

kurangnya kesadaran masyarakat dalam keamanan distribusi 

gas LPG 3 kg, serta terjadinya penyimpangan dalam 

melakukan distribusi gas LPG 3 kg di Kota Pekanbaru. 

Persamaan penelitian ini adalah pada penelitian yang 

disusun oleh  Kurniawan dan penulis sama-sama membahas 

tentang gas LPG. Perbedaan pada skripsi yang disusun oleh 

Kurniawan berfokus pada Pelaksanaan Pengawasan Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam 

Pendistribusian Gas LPG 3 kg Di Kota Pekanbaru  sedangkan 

                                                           
7
 Kurniawan, Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas LPG 3 kg Di Kota Pekanbaru. Skripsi UIN 

Sultan Syarif  Kasim Riau 2016. 
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penulis disini berfokus pada penetapan harga gas elpiji 3 

kilogram di tingkat pangkalan di Kecamatan Teluk Segara Kota 

Bengkulu perspektif Hukum Ekonomi Syariah. 

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Sasmita Fakultas 

Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah 

Makassar yang berjudul Pengawasan Pendistribusian Gas Elpiji 3 

Kg di Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan Tahun 2017.8 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan dari penelitian ditarik 

kesimpulan bahwa di Kabupaten Bintan khususnya di 

Kecamatan Tambelan belum termasuk sebagai daerah Konversi 

Gas Elpiji 3 kg dan berdasarkan hasil wawancara dari beberapa 

informan bahwa Kecamatan Tambelan sementara diupayakan 

agar bisa masuk sebagai daerah Konversi di tahun 2018. Dalam 

menjalankan peraturan penggunaan tabung Gas Elpiji 3 kg, 

pemerintah harus mengelolah pendistribusian Gas Elpiji 

tersebut karena kondisi ini mengikat kepentingan hidup orang 

banyak, salah satu fungsi pemerintah yaitu fungsi distribusi 

dimana meminta pemerintah untuk mengawasi proses 

pendistribusian Gas Elpiji 3 kg ke masyarakat sehingga tepat 

sasaran. 

Persamaan penelitian ini adalah pada penelitian yang 

disusun oleh  sasmita dan penulis sama-sama membahas 

tentang gas LPG. Perbedaan pada skripsi yang disusun oleh 

sasmita berfokus pada Pengawasan Pendistribusian Gas Elpiji 3 

Kg Di Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan Tahun 2017  

sedangkan penulis disini berfokus pada penetapan harga gas 

                                                           
8
 Sasmita,Pengawasan Pendistribusian Gas Elpiji 3 Kg Di Kecamatan 

Tambelan Kabupaten Bintan,  Skripsi di Universitas Muhammadiyah Makassar 2017. 
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elpiji 3 kilogram di tingkat pangkalan di Kecamatan Teluk 

Segara Kota Bengkulu perspektif Hukum Ekonomi Syariah. 

Keempat, Jurnal dari Fitria Y. Alim, dengan judul  

Implementasi Kebijakan Konversi Minyak Tanah ke Liquefied 

Petroleum Gas (LPG) di Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten 

Poso.9 Latar belakang penulisan ini adalah temuan lapangan 

ketika melakukan observasi awal yang menunjukkan bahwa 

Implementasi Kebijakan Konversi Minyak Tanah Ke Liquefied 

Petroleum Gas (LPG) Di Kecamatan Poso Pesisir Selatan 

Kabupaten Poso tidak berjalan sesuai tujuan kebijakan. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan 

menganalisis jalannya proses Implementasi Kebijakan Konversi 

Minyak Tanah Ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) Di 

Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten PosoMetode 

Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah metode 

kualitatif. Data peneliti an ini dikumpulkan melalui obesrvasi, 

wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penentuan 

informan penelitian ini memakai teknik bola salju (Snow Ball) 

dalam Focus Group Discussion (FGD). Hasil Penelitian 

menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Konversi 

Minyak Tanah Ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) Di 

Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso tidak berjalan 

dengan baik karena kurangnya sosialisasi kebijakan, regulasi 

yang lemah, ketakuatan masyarakat sasaran dan lemahnya 

kualitas sumber daya manusia.  

Persamaan penelitian ini adalah pada penelitian yang 

disusun oleh  fitria Y. Alim dan penulis sama-sama membahas 

                                                           
9
 Fitria Y. Alim, Implementasi Kebijakan Konversi Minyak Tanah Ke 

Liquefied Petroleum Gas (Lpg) Di Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso, 

Jurnal  2018. 
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tentang gas LPG. Perbedaan pada skripsi yang disusun oleh  

fitria Y. Alim berfokus pada Implementasi Kebijakan Konversi 

Minyak Tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) Di Kecamatan 

Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso sedangkan penulis disini 

berfokus pada penetapan harga gas elpiji 3 kilogram di tingkat 

pangkalan di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu 

perspektif Hukum Ekonomi Syariah. 

Kelima, jurnal dari Wawan Ardi Subakdo , Yuwono Ario 

Nugroho Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan judul In-

Bound Dan Out-Bound Logistic Pada Distribusi Lpg 3 kg Di 

Indonesia.10 Sektor minyak dan gas bumi tiap tahunnya 

menyumbang lebih dari seperempat pendapatan Indonesia. Di 

sisi lain, sektor migas juga merupakan sektor yang menguasai 

hajat hidup orang banyak sebagaimana yang tertulis dalam 

UUD 1945, khususnya pasal 33, dimana salah satu komoditas 

di sektor ini yang menarik untuk dicermati adalah Liquefied 

Petroleum Gas (LPG). Pada awalnya LPG dipasarkan oleh 

Pertamina bagi kalangan terbatas dengan produk tabung 12 kg 

dan 50 kg, dimana produk ini dikenal dengan merek “ELPIJI”. 

Namun seiring dengan permasalahan yang dihadapi dalam 

penyediaan energi, dimana subsidi bahan bakar minyak tanah 

semakin lama semakin besar dan adanya arah kebijakan energi 

nasional yang baru, maka sejak tahun 2007 Pemerintah 

melakukan program konversi minyak tanah ke LPG dalam 

bentuk LPG 3 kg. Meskipun awalnya LPG diproduksi untuk 

memenuhi kebutuhan bahan bakar gas rumah tangga, namun 

kemudian juga berkembang untuk pemenuhan kebutuhan 

                                                           
10

 Wawan Ardi Subakdo,Yuwono Ario Nugroho, In-Bound Dan Out-Bound 

Logistic Pada Distribusi Lpg 3kg Di Indonesia, Jurnal di Universitas Muhammadiyah 

Jakarta 2016. 
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lainnya seperti kebutuhan industri dan transportasi. Secara 

garis besar pemanfaatan LPG sebagai sumber energi 

digunakan untuk pemenuhan kebutuhan panas, penerangan 

dan sumber tenaga. Pemenuhan kebutuhan panas dari LPG 

didorong oleh kebutuhan rumah tangga seperti memasak, 

pemanas ruangan, pemanas air dan sebagainya. Kebutuhan 

inilah yang kemudian mendominasi pola konsumsi LPG 

Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

Channel Structure dari distribusi LPG 3 kg dan peran masing-

masing pihak yang terkait didalamnya. Penelitian ini 

merupakan penelitian deskirptif yang mempunyai ruang 

lingkup batasan pada In-bound dan out-bound logistics dan 

system distribusi yang digunakan adalah sistem tertutup. 

Sistem distribusi LPG 3 kg ini berbeda dengan sistem distribusi 

produk pada umumnya. LPG 3 kg ini didistribusikan dengan 

sistem tertutup, dimana sistem ini dikendalikan oleh 

peraturan-peraturan yang mengikat setiap entitas dalam rantai 

pasok. Sistem ini juga memiliki aturan dan standar operasi 

tertentu dimana pelaksanaannya diawasi dan dikendalikan 

secara dinamis. Sistem rantai pasok LPG 3 kg sendiri diatur 

oleh peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh 

Pemerintah. Inbound Channel pada produksi LPG 3Kg terdiri 

atas Raw Material Supplier, Commodity Supplier, Sub Assembler, 

dan Assembler/Filler. Sedangkan Outbound Channel terdiri atas: 

Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji (SPPBE), serta 

Distribution Channel (Agen dan Pangkalan/ Sub Agen). 

Persamaan penelitian ini adalah pada penelitian yang 

disusun oleh Wawan Ardi Subakdo , Yuwono Ario Nugroho 

dan penulis sama-sama membahas tentang gas LPG. 
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Perbedaan pada skripsi yang disusun oleh Wawan Ardi 

Subakdo , Yuwono Ario Nugroho berfokus pada in-bound dan 

out-bound logistic pada distribusi lpg 3kg di indonesia  

sedangkan penulis disini berfokus pada penetapan harga gas 

elpiji 3 kilogram di tingkat pangkalan di Kecamatan Teluk 

Segara Kota Bengkulu perspektif Hukum Ekonomi Syariah. 

 

F. M etode Penelitian 

Metode dalam penelitian mempunyai arti yang sangat 

penting, karena metode penelitian akan menentukan 

bagaiamana cara kerja dalam mekanisme penelitian sehingga 

akan tepat sasarannya. 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah 

penelitian lapangan. Penelitian ini merupakan jenis 

penelitian kualitatif, metode kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata 

kata tertulis atau lisan dari orang orang yang perilaku 

amati. Karena itu data-data yang disajikan dalam bentuk 

kata-kata bukan dalam bentuk angka-angka.  

2. Lokasi Penelitian       

  

Pada penelitian ini akan melakukan penelitian di 

kecamatan teluk segara. Alasan penulis mengambil lokasi 

penelitian ini karena sesuai dengan kemampuan, kapasitas, 

kapabilitas yang peneliti kuasai. 

3. Subjek (Informan Penelitian) 

Dalam penelitian lebih banyak menggunakan sumber 

data yang berupa person atau responden sebagai 
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informasi. Informan adalah orang yang dimanfaatkan 

untuk memberikan informasi dan kondisi penelitian 

tentang harga pangkalan gas elpiji 3 kilogram. 

4. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian subjek darimana data 

itu diperoleh. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang 

objek yang diteliti maka pengumpulan data 

dikelompokkan ke dalam dua jenis data yang terdiri dari 

data primer dan data sekunder.  

a. Sumber Data Primer 

Yang dimaksud dengan data primer adalah data 

yang diperoleh langsung dari sumber data lapangan. 

Data ini diperoleh dari mereka yang terlibat langsung 

dengan penjualan gas elpiji 3 kg di : 

1) Pangkalan gas LPG 3 kg 

2) Konsumen gas LPG 3 kg, Kesemuanya berdomisili 

di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu 

b. Sumber Data Sekunder  

Yang dimaksud dengan data sekunder adalah 

data yang diperoleh dari sumber yang berada diluar 

objek yang sebenarnya, tetapi masih memiliki 

hubungan dengan objek yang akan diteiliti, baik 

berupa tulisan yang sudah jadi seperti : buku-buku, 

laporan, dokumentasi, dokumen pribadi, serta situs 

internet yang berkaitan dengan judul penelitian yang 

penulis lakukan. 

5. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang 

paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama 
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dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

melakukan pengumpulan data maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang 

ditetapkan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, 

oleh karena itu pengumpulan datanya menggunakan cara 

penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang 

dibahas. Dalam penulisan ini pengumpulan data diperoleh 

melalui : 

a. Observasi  

Observasi atau pengamatan adalah alat 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala 

yang diselidiki.11 Teknik ini menuntut adanya 

pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun 

tidak langsung terhadap objek penelitian. Metode ini 

digunakan agar masalah pokok dapat diteliti langsung 

pada pangkalan hingga ke konsumen gas elpiji 3 kg di 

Kecamatan Teluk Segara. 

b. Wawancara  

Wawancara merupakan pertemuan dua orang 

yang bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab. 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data 

yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. 

Melaksanakan teknik wawancara berarti melakukan 

interaksi antara pewancara (interviewer) dan 

terwawancara (interviewee). Interviewee pada penelitian 

                                                           
11

 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodelogi penelitian (Jakarta: Bumi 

Aksara), 2009, h.70. 
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kualitatif adalah informan yang dari padanya 

pengetahuan dan pemahaman diperoleh.12 

Wawancara dapat digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti menemukan 

permasalahan yang harus diteliti. Dan peneliti 

menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan 

peneliti berkeinginan untuk mengetahui hal-hal yang 

berhubungan dengan informan lebih mendalam. 

Pegangan  peneliti dalam menggunakan metode 

interview adalah bahwa subjek adalah informan yang 

tahu tentang dirinya sendiri, tentang tindakannya 

secara ideal yang akan di informasikan secara benar 

dan dapat dipercaya. Dengan demikian mengadakan 

wawancara atau interview pada prinsipnya adalah 

usaha untuk menggali keterangan yang lebih dalam 

dari sebuah kajian dari sumber yang relevan berupa 

pendapat, kesan pengalaman, pikiran dan sebagainya. 

c. Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah sejumlah fakta dan 

data  tersimpan dalam bahan yang berbentuk 

dokumentasi dan sebagian besar data yang tersedia 

yang yang berupa catatan, transaksi, buku, surat kabar, 

majalah, tesis, makalah, jenis-jenis karya tulis agenda 

dan sebagainya. Dalam penelitian ini, menggunakan 

dokumentasi yang langsung diambil dari objek 

penelitian. Metode dokumentasi ini dimaksudkan 

untuk mendapatkan data-data dan informasi yang 

                                                           
12

 Djam’an satori, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Bandung:Alfabeta 2017) 

h. 129. 
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berkenaan tentang harga pangkalan gas elpiji 3 

kilogram. 

6. Teknik analasis data  

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk 

menganalisa data adalah deskriptif dengan 

menghubungkan kategori-kategori data yang berkaitan 

untuk disimpulkan berdasarkan data yang relevan 

sehingga setelah semua data terkumpul sesuai dengan 

kerangka penelitian, dari data tersebut penulis 

menganalisis semua data yang terkumpul dan 

mendapatkan kesimpulan yang bermanfaat untuk 

semuanya. 

 

G. Sistematika Penulisan  

Agar penulisan skripsi ini lebih terarah pada tujuan 

pembahasan maka diperlukan sistematika penulisan yang 

terdiri dari 5 (lima) bab, diantara 1 (satu) bab dan bab lainnya 

saling mendasari dan berkaitan. Serta memudahkan peneliti 

dan pembaca memahami hasil penelitian ini. Adapun 

sistematika penulisan ini terdiri dari berbagai pembahasan 

yang terurai dari lima bab, yaitu:  

BAB I. Pendahuluan Bab ini tersusun atas latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 

penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian: jenis 

dan pendekatan penelitian, sumber dan teknik pengumpulan 

bahan hukum, teknik analisis bahan hukum. 

BAB II. Kajian Teori, bab ini tersusun atas teori-teori 

yang relevan berdasarkan permasalahan, maka sub kajian ini, 
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kajian teori tentang Jual beli, Kaidah fiqh muamalah, dan 

Fatwa DSN. 

BAB III. Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Bab ini 

berisikan gambaran umum dan keterangan mengenai tempat 

dan objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 

BAB IV. Hasil Penelitian, Bab ini berisikan pembahasan 

yang berkaitan dengan rumusan masalah, serta analisis 

mendalam dari peneliti terhadap apa yang diteliti. 

BAB V. Kesimpulan dan Saran 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Jual Beli 

1. Pengertian Jual Beli  

a. Jual beli menurut bahasa/etimologi 

Secara bahasa al-bai‟ (menjual) berarti 

mempertukarkan sesuatu itu dengan sesatu. Ia 

merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian 

terhadap kebalikannya yakni al-shira‟ (membeli). 

Demikianlah al-bai‟ sering diartikan dengan jual beli.13 

Adapun secara etimologi, bai‟ berarti tukar menukar 

barang dengan barang. 

b. Jual beli menurut terminologi 

Secara istilah (terminologi) berdasarkan 

pendapat para ulama antara lain sebagai berikut : 

1) Hanafiah, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, 

menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti: 

a) Arti khusus, yaitu menukar benda dengan dua 

mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau 

tukar-menukar barang dengan uang atau 

semacamnya menurut cara yang khusus. 

b) Arti umum, yaitu tukar-menukar harta dengan 

harta menurut cara yang khusus, harta mencakup 

zat (barang) atau uang. 

2) Malikiyah, menyatakan bahwa jual beli mempunyai 

dua arti, 

                                                           
13

 Gufron. A Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontekstual (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada 2002), h. 199. 
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a) Jual beli dalam arti umum ialah akad mu‟awadhah 

(timbal-balik) atas selain manfaat dan bukan pula 

untuk menikmati kesenangan. 

b) Jual beli dalam arti khusus adalah akad 

mu‟awadhah (timbal balik) atas selain manfaat dan 

bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat 

mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas 

dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang. 

3) Syafi‟iyah, memberikan definisi jual beli menurut 

syara‟ adalah suatu akad yang mengandung tukar-

menukar harta dengan harta dengan syarat yang 

akan diuraikan nanti untuk memperoleh 

kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu 

selamanya. 

4) Hanabilah memberikan definisi jual beli menurut 

syara‟ adalah tukar-menukar harta dengan harta, 

atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan 

manfaat yang mubah untuk selamanya, bukan riba 

dan bukan utang.14 

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami 

bahwa inti jual beli adalah perjanjian tukar menukar 

benda atau bareng yang mempunyai nilai secara suka 

rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima 

benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai 

dengan perjanjian atau ketentuan yang telah 

ditetapkan syara‟ dan di sepekati. 

Aspek yang terpenting dalam berekonomi 

dalam kehidupan sosial masyarakat adalah 

                                                           
14

 Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 175. 
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menyangkut masalah jual beli, mengenai jual beli itu 

sendiri pengertiannya adalah tukar menukar satu 

harga dengan harta yang lainnya melalui jalan suka 

sama suka. Atau pertukaran harta atas dasar sering 

rela, yaitu memindahkan hak milik kepada seseorang 

dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan.15 

2. Dasar Hukum Jual Beli 

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan 

berdasarkan Al-Qur‟an, Sunnah, dan Ijma‟ para ulama. 

Adapun dasar hukum dari Al-Qur‟an sebagai berikut: 

1) Surah Al-Baqarah ayat 275 

 لَّذِيٱ يَ قُومُ  كَمَا إِلَّ  يَ قُومُونَ  لَ  ا  لرِّبَ و  ٱ كُلُونَ ۡ  يأَ لَّذِينَ ٱ

 ا  ۡ  قاَلُو ۡ  بأِنَ َّهُم لِكَ ذَ   ۡ  مَسِّ ۡ  لٱ مِنَ  نُ طَ  ۡ  لشَّيٱ يَ تَخَبَّطوُُ 

اَ  عَ ۡ  بَ ۡ  لٱ للَّوُ ٱ وَأَحَلَّ  ۡ  ا  لرِّبَ و  ٱ لُ ۡ  مِث عُ ۡ  بَ ۡ  لٱ إِنََّّ

 مَا ۥفَ لَوُ  نتَ هَى  ٱفَ  ۦرَّبِّوِ  مِّن ةٌعِظَ ۡ  مَو ۥءَهُ ۡ  جَا فَمَن ۡ  ا  لرِّبَ و  ٱ وَحَرَّمَ 

 بُ حَ  ۡ  أَص ئِكَ ۡ  فأَُو لَ   عَادَ  ۡ  وَمَن ۡ  للَّوِ ٱ إِلَ  ۥ رهُُ ۡ  وَأمَ سَلَفَ 

 ٩٧٢  لِدُونَ خَ   فِيهَا ۡ  ىُم ۡ  لنَّارِ ٱ

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan 

setan karna gila. Yang demikian itu karna mereka 

berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, 

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 
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 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Alih Bhasa Oleh Mohd. Thalib, (Bandung: PT al-

ma’ruf,1998), Jilid 12, cet Ke-1, h. 47. 
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riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari tuhannya 

lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya 

dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) 

kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu 

penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya 

2) Surah An-Nisa‟ ayat 29 

 

 نَكُمۡ  بَ  لَكُموَ  ۡ  أمَ ا  ۡ  كُلُوۡ  تأَ لَ  ءَامَنُوا   لَّذِينَ ٱ أيَ ُّهَاۡ  يَ  

ۡ  مِّنكُم تَ رَاضٍ  عَن رَةً تَِ   تَكُونَ  أَن ۡ  إِلَّ  طِلِ بَ  ۡ  لٱبِ   وَلَ  ۡ 

ۡ  أنَفُسَكُم ا  ۡ  تُ لُوۡ  تَق   ۹۲امًي حِرَ  ۡ  بِكُم كَانَ  للَّوَ ٱ إِنَّ  ۡ 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 

suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu. 

3) Rukun dan Syarat-Syarat Jual Beli 

1. Rukun Jual Beli 

Dalam transaksi jual beli haruslah terdapat rukun 

dan syarat, sehingga transaksi jual beli tersebut dapat 

dikatakan sah oleh syara‟.16 

Menurut Ulama‟ Hanafiyah rukun jual beli hanya 

ijab dan qabul saja, menurut mereka yang menjadi rukun 

dalam jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah 

pihak. Namun karena ada unsur kerelaan berhubungan 
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 Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 75. 
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dengan hati yang tidak kelihatan, maka diperlukan 

indikator (qarinah) yang menunjukkan kerelaan yaitu 

dalam bentuk ijab dan qabul. Dalam fiqih terkenal dengan 

istilah ba‟iul mu‟atah.17 

Ijab dalam jual beli adalah setiap ucapan yang 

dapat menunjukkan pada penyerahan kepemilikan atau 

manfaat suatu barang dengan indikasi atau petunjuk 

yang jelas (dalalah dahirah), baik berupa akad yang jelas 

(ijab Sarih) dengan perkataan yang khusus untuk jual 

beli, seperti “saya jual barang ini kepada anda”, atau 

akad dengan perkataan yang mengarah pada jual beli 

(ijab kinayah), seperti saya serahkan barang ini kepada 

anda dengan harga sekian”. Akan tetapi ijab kinayah ini 

harus disertai dengan niat. 

Menurut Imam Ramli disyaratkan menyebut „iwad 

(barang yang dibuat membeli) di dalam ijab kinayah. 

Sedangkan menurut Imam Ibnu Hajar penyebutan „iwad 

tidak perlu asalkan sudah ada niat. Namun kedua Imam 

itu sependapat kalau ijab kinayah harus disertai dengan 

niat.18 

Qabul adalah setiap ucapan yang dapat 

menunjukkan menerima kepemilikan atau manfaat suatu 

barang dengan indikasi yang jelas. Menurut jumhur 

ulama‟ rukun jual beli ada empat, yaitu: 

a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli). 

b. Shigat (lafal ijab dan qabul). 

c. Ada barang yang dibeli. 
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 M. Ali Hasan, Berbagai Macam transaksi dalam Islam, h. 118. 
18

 HM. Dumairi Nur dkk, Ekonomi Syari‟ah Versi Salaf, (Pasuruan: Pustaka 

Sidogiri, Cet: kedua 2008), h.  25. 
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d. Ada nilai tukar pengganti barang. 

Menurut Ulama‟ Hanafiyah, orang yang 

berakad, barang yang dibeli, dan adanya nilai tukar 

pengganti barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual 

beli, bukan rukun jual beli.19 

2. Syarat-Syarat Jual Beli 

Untuk sahnya jual beli ada syarat-syarat yang 

harus dipenuhi, di antaranya ada yang berkaitan dengan 

orang yang mengadakan akad jual beli, dan ada pula 

yang berkaitan dengan barang yang diperjual belikan 

atau yang disebut dengan sasaran akad (mahallu at-

ta‟aqqud). 

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, 

yaitu syarat terjadinya akad (in‟iqad), syarat sah akad, 

syarat terlaksananya akad (nafaz), dan syarat lujum. 

Secara umum, tujuan adanya semua syarat 

tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di 

antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang 

sedang berakad, menghindari jual beli gharar (terdapat 

unsur penipuan), dan lain-lain. Jika jual beli tidak 

memenuhi syarat sah, menurut Ulama‟ Hanafiyah akad 

tersebut fasid, Jika tidak memenuhi syarat nafaz akad 

tersebut mawquf yang cenderung boleh, bahkan menurut 

Ulama‟ Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika 

tidak memenuhi syarat lujum akad tersebut mukhayyir 

(memilih), baik khiyar untuk menetapkan maupun 

membatalkan. 
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 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta, Gaya Media Pratama, Cet: kedua 

2007), h. 115. 
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Di antara Ulama‟ fiqh berbeda pendapat dalam 

menetapkan persyaratan jual beli. Di bawah ini akan 

penulis bahas pendapat setiap mazhab tentang 

persyaratan jual beli tersebut. 

a. Menurut Ulama‟ Hanafiyah: Persyaratan yang 

berkaitan dengan syarat jual beli adalah: 

1) Syarat terjadinya akad (in‟iqad) 

Adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan 

syara‟. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, maka 

jula beli batal. Tentang syarat ini Ulama‟ 

Hanafiyah menetapkan empat syarat, yaitu: 

a) Syarat „aqid (orang yang berakad) 

b) Syarat dalam akad 

Syarat ini hanya satu, yaitu harus sesuai 

antara ijab dan qabul. Namun demikian, dalam 

ijab dan qabul terdapat tiga syarat, yaitu: 

(1) Ahli akad ialah yang berakal dan mumayyiz 

(berumur tujuh tahun, tetapi belum baligh 

dapat menjadi ahli akad. 

(2) Qabul harus sesuai dengan ijab. 

(3) Ijab dan qabul harus bersatu yakni 

berhubungan antara ijab dan qabul 

walaupun tempatnya tidak bersatu. 

c) Tempat akad 

Harus bersatu atau berhubungan antara 

ijab dan qabul. 

d) Ma‟qud „alayh (objek akad)20 
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 Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah …, h. 76. 
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2) Syarat Pelaksanaan Akad (Nafaz) 

Dalam pelaksanaan akad ada dua syarat, yaitu: 

a) Pemilikan 

Pemilikan adalah sesuatu yang dimiliki 

oleh seseorang, sehingga dia bebas dengan apa 

yang dia miliki sesuai dengan aturan syariat. 

b) Kekuasaan 

Kekuasaan adalah kemampuan 

seseoarang dalam bertasarruf, sesuai dengan 

ketetapan syariat, baik ketetapan syariat yang 

dilakukan dirinya, maupun sebagai pengganti. 

Dalam hal ini diisyaratkan antara lain: 

(1) Barang yang dijadikan objek kata itu harus 

miliknya orang yang berakad, jika 

dijadikan tergantung dari ijin pemiliknya 

yang asli. 

(2) Barang yang dijadikan objek akad tidak 

berkaitan dengan pemilik orang lain.21 

3) Syarat Sah Akad 

Syarat sah akad terbagai menjadi dua bagian, 

yaitu umum dan khusus: 

a) Syarat umum adalah syarat-syarat yang 

berhubungan dengan 

semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan 

syara‟. 
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 Ismail Nawawi, Hukum Perjanjian dalam Prespektif Islam, (Surabaya: Putra 

Media Nusantara, 2010), h. 44. 
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b) Syarat khusus adalah syarat-syarat yang hanya 

ada pada barang barang tertentu. Jual beli ini 

harus memenuhi persyaratan berikut: 

(1) Barang yang diperjual belikan harus dapat 

dipegang, sebab apabila dilepaskan akan 

rusak atau hilang. 

(2) Harga awal harus diketahui. 

(3) Serah terima harus dilaksanakan sebelum 

terpisah. 

(4) Terpenuhi syarat penerimaan. 

(5) Harus seimbang dalam ukuran timbangan, 

yaitu dalam jual beli yang memakai ukuran 

atau timbangan. 

(6) Barang yang diperjualbelikan sudah menjadi 

tanggung jawabnya. Oleh karena itu, tidak 

boleh menjual barang yang masih berada di 

tangan penjual. 

4) Syarat Lujum (Kemestian) 

Syarat ini hanya ada satu, yaitu akad jual beli 

harus terlepas dari khiyar (pilihan) yang berkaitan 

dengan kedua belah pihak yang akad dan akan 

menyebabkan batalnya akad.22 

b. Menurut Mazhab Malikiy syarat-syarat yang 

dikemukakan oleh Ulama‟ Malikiyah yang berkenaan 

dengan „aqid (orang yang berakad), shigat, dan ma‟qud 

„alayh (objek) berjumlah 11 syarat: 

1) Syarat „aqid adalah penjual atau pembeli.  

2) Syarat dalam shigat 
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 Ismail Nawawi, Hukum Perjanjian dalam Prespektif Islam…,h. 45. 
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a) Tempat akad harus bersatu. 

b) Pengucapan ijab dan qabul tidak terpisah. 

Di antara ijab dan qabul tidak boleh ada 

pemisah yang mengandung unsur penolakan 

dari salah satu „aqid secara adat. 

3) Syarat harga dan yang dihargakan 

a) Bukan barang yang dilarang syara‟. 

b) Harus suci, maka tidak dibolehkan menjual 

khamr dan lain-lain. 

c) Bermanfaat menurut pandangan syara‟. 

d) Dapat diketahui oleh kedua orang yang akad. 

e) Dapat diserahkan.23 

c. Ulama‟ Syafi‟iyyah mensyaratkan 22 syarat, yang 

berkaitan dengan „aqid, shigat, dan ma‟qud „alayh. 

Persyaratan tersebut adalah: 

1) Syarat „aqid 

a) Dewasa atau sadar. 

b) Tidak terpaksa atau tanpa hak. 

c) Islam. 

d) Pembeli bukan musuh Islam. 

Umat Islam dilarang menjual barang, 

khususnya senajata, kepada musuh yang akan 

digunakan untuk memerangi dan 

menghancurkan kaum muslimain. 

2) Syarat shigat 

a) Berhadap-hadapan. 

b) Ditujukan pada seluruh badan yang akad 
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Maksudnya adalah tidak sah apabila penjual 

mengatakan “Saya menjual barang ini kepada 

kepala atau tangan kamu”. 

c) Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam 

ijab 

Orang yang mengucapkan qabul haruslah 

orang yang diajak bertransaksi oleh orang yang 

mengucapkan ijab, kecuali  jika diwakilkan. 

d) Harus menyebut barang atas harga 

e) Ketika mengucapkan shigat harus disertai dengan 

niat (maksud). 

f) Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna Jika 

seseorang yang sedang bertransaksi itu gila 

sebelum mengucapkan qabul, jual beli yang 

dilakukannya batal. 

g) Ijab qabul tidak terpisah 

h) Antara ijab dan qabul tidak terpisah dengan 

pertanyaan lain 

i) Tidak berubah lafaz 

Lafaz ijab tidak boleh berubah, seperti 

perkataan “Saya jual dengan harga lima ribu”, 

kemudian berkata lagi “Saya jual dengan harga 

sepuluh ribu”, padahal barang yang dijual masih 

sama dengan barang yang pertama dan belum ada 

qabul. 

j) Bersesuaian antara ijab dan qabul secara sempurna 

k) Tidak dikaitkan dengan sesuatu  

l) Tidak dikaitkan dengan waktu. 
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3) Syarat ma‟qud„alayh 

a) Suci 

b) Bermanfaat 

c) Dapat diserahkan 

d) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang 

lain 

e) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang 

melakukan akad. Barang yang diperjualbelikan 

harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, 

takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, 

maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan 

keraguan salah satu pihak.24 

d. Menurut Ulama‟ Hanabilah, persyaratan jual beli 

terdiri dari atas 11 syarat, baik dalam „aqid, shigat, dan 

ma‟qud „alayh. 

1) Syarat „aqid 

a) Dewasa 

b) Ada keridaan 

2) Syarat shigat 

a) Berada di tempat yang sama 

b) Tidak terpisah 

c) Tidak dikaitkan dengan sesuatu 

3) Syarat ma‟qud „alayh 

a) Harus berupa harta.  

Ma‟qud „alayh adalah barang-barang yang 

bermanfaat menurut pandangan syara‟. 

b) Milik penjual secara sempurna.  
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 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT  Raja Grafindo Persada, 2011),  
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Dipandang tidak sah jual beli fuzul, yakni 

menjual barang tanpa izin pemiliknya. 

c) Barang dapat diserahkan ketika akad 

d) Barang yang diketahui oleh penjual dan pembeli.  

e) Harga diketahui oleh kedua belah pihak yang 

akad 

f) Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan 

akad tidak sah. 

Barang, harga, dan „aqid harus terhindar dari 

unsur-unsur yang menjadikan akad tersebut 

menjadi tidak sah, seperti riba.25 

 

Dari ketentuan rukun-rukun dan syarat-syarat 

jual beli sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka 

transaksi jual beli tersebut dianggap sah apabila syarat 

dan rukunnya terpenuhi, dan menjadi sebaliknya jika 

syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Akan tetapi, 

terdapat beberapa jual beli yang sudah memenuhi syarat 

dan rukunnya tetapi jual beli tersebut dilarang oleh 

syara‟, seperti mencegat orang-orang yang datang dari 

desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum 

mereka sampai di pasar dan sewaktu mereka belum 

mengetahui harga pasar. 

4) Macam-Macam Jual Beli 

Jumhur Ulama membagi jual-beli menjadi dua 

macam, yaitu jual-beli yang dikategorikan sah (sahih) dan 

jual-beli yang dikategorikan tidak sah. Jual-beli sahih 

adalah Jual beli yang memenuhi ketentuan syara‟, baik 
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rukun maupun syaratnya. Sedangkan jual-beli tidak sah 

adalah jual-beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan 

rukun sehingga jual-beli menjadi rusak (fasad) atau batal. 

Adapun menurut Ulama Hanafiyah, dalam masalah 

muamalah terkadang ada suatu kemaslahatan yang tidak 

ada ketentuannya dari syara‟ sehingga tidak sesuai atau ada 

kekurangan dengan ketentuan syari‟at. Akad seperti itu 

adalah rusak, tetapi tidak batal.26 

Dengan kata lain ada akad yang batal saja dan juga 

ada akad yang rusak saja tanpa harus batal. 

Maka dari itu Ulama Hanafiyah membagi menjadi 

tiga macam, yaitu:  

1) Jual-beli sah (sahih)  

Jual-beli yang sahih adalah apabila jual-beli itu 

disyari‟atkan memenuhi ketentuan rukun dan syarat 

yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, 

dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli 

tersebut sahih dan mengikat kedua belah pihak. 

2) Batal (batil) 

Jual-beli yang batal (batil) adalah apabila jual-

beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak 

terpenuhi, atau jual-beli pada dasarnya dan sifatnya 

tidak disyari‟atkan, maka jual-beli itu batil. Seperti jual 

beli yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila. 

3) Rusak (fasid) 

Jual-beli rusak (fasid) adalah jual-beli yang sesuai 

dengan ketentuan syari‟at pada asalnya, tetapi tidak 
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 Prof Dr. H Ismail nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: 

Ghalia Indonesia,2012) , h. 77. 



32 
 

 
 

sesuai dengan syari‟at pada sifatnya, seperti jual-beli 

yang dilakukan oleh orang mumayyiz, tetapi bodoh 

sehingga menimbulkan pertentangan. Adapun dalam 

masalah ibadah, Ulama Hanafiyah sepakat dengan 

jumhur Ulama bahwa batal dan fasad adalah sama.27 

Dari ketiga macam jual-beli tersebut, jual-beli batil 

dan rusak (fasid) masih banyak diperselisihkan dikalangan 

Ulama Madzhab bahkan ada juga yang dilarang oleh Islam 

secara mutlak. Berkenaan dengan jual-beli yang dilarang 

dalam Islam, Wahbah Al-Zuhaili meringkasnya sebagai 

berikut:28 

1. Terlarang sebab ahliyah (ahli akad) 

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli yang 

dikategorikan sahih adalah apabila dilakukan oleh orang 

baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-tasharruf 

secara bebas dan baik. Jadi mereka yang tidak dianggap 

sah jual belinya yaitu: 

a. Jual beli orang gila, Ulama sepakat tidak sah. 

b. Jual-beli anak kecil, Ulama Syafi‟iyah berpendapat 

bahwa jual-beli anak yang belum baligh, tidak sah. 

Karena tidak ada ahliah. Sedangkan menurut Ulama 

malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah anak kecil 

dianggap sah bila mendapatkan izin dari walinya. 

c. Jual-beli orang buta, Ulama Syafi‟iyah menganggap 

tidak sah dan menurut Jumhur Ulama dikategorikan 

jual-beli sahih, bila sifat dari barangnya disebutkan. 

d. Jual-beli terpaksa, tidak atas kemauan sendiri. 
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 Wiroso, Jual-Beli Murabahah, (Yogyakarta: UII Press, 2005). 
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 Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islamy wa „Adillatuhu Jilid 5. Terj Abdul Hayyie 
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e. Jual-beli Fudhul (jual-beli milik orang tanpa seizin 

pemiliknya). Menurut Ulama Hafiyah dan Malikiyah, 

jual-belinya ditangguhkan sampai dapat izin 

pemiliknya. Sedangkan menurut Ulama Hanabilah 

dan Syafi‟iyah tidak sah. 

f. Jual-beli Malja‟ (Jual-beli orang yang sedang dalam 

bahaya, yakni menghindar dari perbuatan zhalim). 

Jual-beli tersebut fasid menurut Ulama Hanafiyah dan 

batal menurut Ulama hanabilah.29 

2. Terlarang sebab shighat 

Ulama Fiqih sepakat atas sahnya jual-beli yang 

didasarkan pada keridhaan diantara pihak yang 

melakukan akad, ada kesesuaian diantara ijab dan qobul 

berada disatu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu 

pemisah. Jual-beli yang tidak memenuhi ketentuan 

tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual-beli yang 

dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh 

para Ulama adalah sebagai berikut: 

a. Jual-beli Mu‟athah (Jual-beli yang disepakati oleh 

pihak akad, berkenaan dengan barang maupun 

harganya, tetapi tidak memakai ijab-qobul). Jumhur 

Ulama menyatakan sahih apabila ada ijab dari salah 

satunya. 

b. Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad, sebab 

tidak memenuhi syarat terjadinya akad. 
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 Aiyub ahmad Fikih Lelang; Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. 
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c. Jual-beli Munjiz (jual-beli yang dikaitkan dengan 

suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang 

akan datang).30 

3. Terlarang sebab ma‟qud alaih (barang jualan)  

Secara umum ma‟qud alaih adalah harta yang 

dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang 

biasa disebut dengan barang jualan dan harga. Jual-beli 

dianggap sah apabila ma‟qud alaih adalah barang yang 

tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, 

dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak 

bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada 

larangan dari syara‟. 

Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati 

oleh sebagian Ulama, tetapi diperselisihkan oleh Ulama‟ 

lain. Diantaranya yaitu: 

a. Jual-beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan 

tidak ada 

b. Jual-beli barang yang najis dan terkena najis 

c. Jual-beli barang yang tidak jelas (majhul) 

d. Jual-beli buah-buahan atau tumbuhan yang belum 

kelihatan matangnya 

e. Jual-beli barang yang tidak dapat dilihat (ghaib), dan 

jual-beli sesuatu sebelum dipegang.31 

4. Terlarang sebab syara‟ 

Diantara jual-beli ini yang masih diperselisihkan 

sebagian Ulama, antara lain: 

a. Jual-beli riba 
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 M Ali Hasan. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: Raja 

Grafindo persada 2004), h. 85. 
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 Rasjid,Sulaiman Fiqh Islam, (Jakarta: Attahiriyah 1976), h. 64. 
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b. Jual beli anggur untuk dijadikan khamr 

c. Jual-beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain 

d. Jual-beli barang dari hasil pencegatan barang dijalan 

e. Jual-beli memakai syarat jual-beli dengan uang dari 

barang yang diharamkan. 

Yang menyebabkan perselisihan disitu adalah 

karena mereka para Ulama Madzhab ada yang 

membedakan antara pengertian batal dan fasad (rusak), 

dan ada juga yang menyatakan bahwa batal dan fasad itu 

sama. Maka dari itu para Ulama madzhab ada yang 

melarang secara mutlak, juga ada yang masih 

membolehkan tapi harus memenuhi beberapa syarat. 

Sedangkan masalah yang terakhir kenapa jual beli itu 

dilarang menurut Wahbah Al-Juhaili adalah jual beli 

yang terlarang sebab syara‟, karena tidak sesuai dengan 

ketentuan yang sudah disyari‟atkan oleh agama. 

Ketidaksesuaiannya bisa kita lihat dengan tidak 

terpenuhinya syarat-syarat dari barang ataupun harga 

dari pelaksanaan jual-beli tersebut.32 

 

B. Kaidah Fiqh Muamalah 

1. Pengertian Fiqh Muamalah  

Kata fiqh secara etimologi adalah yang memiliki makna 

pengertian atau pemahaman. Menurut terminologi, fiqh pada 

mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup 

seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun 
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 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, (Jakarta: kencana,2006), 
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ibadah sama dengan arti syari‟ah islamiyah.33 Namun, pada 

perkembangan selanjutnya, fiqh diartikan sebagai bagian dari 

syari‟ah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum 

syari‟ah islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia 

yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-

dalil yang terinci.  

Secara bahasa Muamalah berasal dari kata amala 

yu‟amilu yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling 

mengamalkan. Sedangkan menurut istilah muamalah adalah 

tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat 

dengan cara yang ditentukan. Muamalah juga dapat diartikan 

sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara 

sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya 

tanpa memandang perbedaan. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan 

pengertian dari Fiqh Muamalah ialah pengetahuan ketentuan-

ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan 

mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa 

penitiapan diantara anggota-anggota masyarakat sesuai 

keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil syara‟ 

yang terinci. 

Fiqh Muamalah menurut para ahli dalam arti luas: 

1. Menurut Ad-Dimyati, fiqh muamalah adalah aktifitas 

untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan 

masalah ukhrawi.  

2. Menurut pendapat Muhammad Yusuf Musa yaitu 

ketentuan-ketentuan hukum mengenai kegiatan 
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Progresif, 1997), h. 1068. 
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perekonomian, amanah dalam bentuk titipan dan 

pinjaman, ikatan kekeluargaan, proses penyelesaian 

perkara lewat pengadilan, bahkan soal distribusi harta 

waris. 

3. Menurut pendapat Mahmud Syaltout yaitu ketentuan-

ketentuan hukum mengenai hubungan perekonomian 

yang dilakukan anggota masyarakat, dan bertendensikan 

kepentingan material yang saling menguntungkan satu 

sama lain. 

4. H. Lammens, S.J., guru besar bidang bahasa Arab di 

Universitas Joseph, Beirut sebagaimana dikutip dalm 

buku Pengantar Fiqh Mu‟amalah karya Masduha 

Abdurrahman, memaknai fiqh sama dengan syari‟ah. 

Fiqh, secara bahasa menurut Lammens adalah wisdom 

(hukum). Dalam pemahamannya, fiqh adalah rerum 

divinarum atque humanarum notitia (pengetahuan dan 

batasan-batasan lembaga dan hukum baik dimensi 

ketuhanan maupun dimensi manusia). 

5. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan fiqh dengan 

pengetahuan tentang hukum-hukum syara‟ mengenai 

perbuatan manusia yang diusahakan dari dalil-dalil yang 

terinci atau kumpulan hukum syara‟ mengenai perbuatan 

manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang terinci.34 

Jadi pengertian fiqh muamalah dalam arti sempit lebih 

menekankan pada keharusan untuk menaati aturan-aturan 

Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan 

antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, 
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 Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial, (Jakarta: Raja Grafindo 
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mengelola, dan mengembangkan mal (harta benda). Fiqh 

muamalah juga membahas tentang hak dan kewajiban kedua 

belah pihak yang melakukan akad agar setiap hak sampai 

kepada pemiliknya serta tidak pihak yang mengambil sesuatu 

yang bukan haknya. 

Dari penjabaran definisi diatas, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa pengertian fiqh muamalah adalah 

hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara berhubungan 

antar sesama manusia, baik hubungan tersebut bersifat 

kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian perikatan. Fiqh 

muamalah adalah salah satu pembagian lapangan pembahasan 

fiqh selain yang berkaitan dengan ibadah, artinya lapangan 

pembahasan hukum fiqh muamalah adalah hubungan 

interpersonal antar sesama manusia, bukan hubungan vertical 

manusia dengan Tuhannya (ibadah mahdloh). 

2.  Ruang lingkup fiqh muamalah 

Dalam ruang lingkupnya Fiqh Muamalah dibagi 

menjadi 2 yaitu Al-Muamalah Al-Adabiyah dan Al-Muamalah 

Al-Madiniyah.35 

1. Al-Muamalah Al-Adabiyah yaitu muamalah yang ditinjau 

dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber dari 

panca indera manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-

hak dan kewajiban-kewajiban. Ruang lingkup fiqh 

muamalah yang bersifat Adabiyah mencangkup beberapa hal 

berikut ini: 

a. Ijab qabul 

b. Saling meridhai 

c. Tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak 
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d. Hak dan kewajiban 

e. Kejujuran pedagang 

f. Penipuan 

g. Pemalsuan 

h. Penimbunan 

i. Segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang 

ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup 

bermasyarakat. 

2. Al-Muamalah Al-Madiyah yaitu muamalah yang mengkaji 

objeknya sehingga sebagian para ulama berpendapat 

bahwa muamalah al-madiyah adalah muamalah yang 

bersifat kebendaan karena objek fiqh muamalah adalah 

benda yang halal, haram, dan syubhat untuk diperjual 

belikan. benda-benda yang memadharatkan, benda-benda 

yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, dan 

beberapa segi lainnya. Beberapa hal yang termasuk ke 

dalam ruang lingkup muamalah yang bersifat Madiyah 

adalah sebagai berikut: 

a. Jual beli (al-Bai‟ al-Tijarah) merupakan tindakan atau 

transaksi yang telah disyari‟atkan dalam arti telah ada 

hukumnya yang jelas dalam islam. 

b. Gadai (al-Rahn) yaitu menjadikan suatu benda yang 

mempunyai nilai harta dalam pandangan syara‟ untuk 

kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan 

mengambil seluruh atau sebagaian utang dari benda itu. 

c. Jaminan dan tanggungan (Kafalan dan Dhaman) diartikan 

menanggung atau penanggungan terhadap sesuatu, 

yaitu akad yang mengandung perjanjian dari seseorang 

di mana padanya ada hak yang wajib dipenuhi terhadap 
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orang lain, dan berserikat bersama orang lain itu dalam 

hal tanggung jawab terhadap hak tersebut dalam 

menghadapi penagih (utang). Sedangkan dhaman 

berarti menanggung hutang orang yang berhutang. 

d. Pemindahan hutang (Hiwalah) berarti pengalihan, 

pemindahan. Pemindahan hak atau kewajiban yang 

dilakukan seseorang (pihak pertama) kepada pihak 

kedua untuk menuntut pembayaran hutang dari atau 

membayar hutang kepada pihak ketiga. Karena pihak 

ketiga berhutang kepada pihak pertama. Baik 

pemindahan (pengalihan) itu dimaksudkan sebagai 

ganti pembayaran maupun tidak. 

e. Jatuh bangkrut (Taflis) adalah seseorang yang 

mempunyai hutang, seluruh kekayaannya habis. 

f. Perseroan atau perkongsian (al-Syirkah) dibangun atas 

prinsip perwakilan dan kepercayaan, karena masing-

masing pihak yang telah menanamkan modalnya dalam 

bentuk saham kepada perseroan, berarti telah 

memberikan kepercayaan kepada perseroan untuk 

mengelola saham tersebut. 

g. Masalah-masalah seperti bunga bank, asuransi, kredit, 

dan masalahmasalah baru lainnya.36 

3. Prinsip-Prinsip Fiqh Muamalah 

Dalam mengatur hubungan antar manusia dengan 

manusia lain yang sasarannya adalah harta benda fiqh 

muamalah mempunyai prinsip-prinsip untuk dijadikan acuan 

dan pedoman untuk mengatur kegiatan muamalah. Prinsip-

prinsip tersebut adalah sebagai berikut: 
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a. Muamalah adalah urusan duniawi maksudnya adalah 

urusan muamalah berbeda dengan ibadah di mana dalam 

ibadah semua perbuatan dilarang kecuali yang 

diperintahkan sedangkan dalam muamalah semua boleh 

dilakukan kecuali yang dilarang, oleh karena itu semua 

bentuk transaksi dan akad muamalah boleh dilakukan 

oleh manusia asal tidak bertentangan dengan ketentuan 

syara‟. 

b. Mumalah harus didasarkan kepada persetujuan dan 

kerelaan kedua belah pihak artinya dasar dari 

bermuamalah adalah kerelaan dari kedua belah pihak 

bagaimana pun bentuk akad dan transaksi muamalah 

selama kedua belah pihak rela dan sepakat serta tidak 

melanggar ketentuaan syara‟ itu diperbolehkan.  

c. Adat kebiasaan dijadikan dasar hukum maksudnya 

dalam bermuamalah setiap daerah atau kelompok 

mempunyai kebiasaan yang dilakukan secara turun 

temurun dan bertahun-tahun yang selanjutnya menjadi 

adat kebiasaan dalam bermuamalah jika adat dan 

kebiasaan itu tidak bertentangan dengan syara‟ dan diakui 

oleh masyarakat maka hal itu sah dijadikan sebagai dasar 

hukum. 

d. Tidak boleh merugikan orang lain dan diri sendiri 

maksudnya tujuan bermuamalah adalah mencari 

keuntungan yang tidak merugikan orang lain, maka dari 

itu dalam bermuamalah haruslah sama-sama 

menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat.37 
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C. Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) 

Menimbang bahwa masyarakat memerlukan panduan 

untuk mempraktikkan akad jual beli DSN-MUI memandang 

perlu menetapkan Fatwa tentang akad jual beli untuk dijadikan 

pedoman.  

Fatwa dewan syariah nasional-majelis ulama indonesia 

No:110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli : 

1. Ketentuan Umum  

a. Akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli 

yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek 

yang dipertukarkan (barang [mabi‟/mutsman] dan harga 

[tsaman]). 

b. Penjual (al-Ba'i) adalah pihak yang melakukan penjualan 

barang dalam akad jual beli, baik berupa orang maupun 

yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum 

maupun tidak berbadan hukum. 

c. Pembeli (al-Musytarl) adalah pihak yang melakukan 

pembelian dalam akad jual beli, baik berupa orang 

maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan 

hukum maupun tidak berbadan hukum. 

d. Wilayah ashliyyah adalah kewenangan yang dimiliki oleh 

penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai 

pemilik. 

e. Wilayah niyabiyyah adalah kewenangan yang dimiliki 

oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan 

sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik. 

f. Mutsman/mabi' adalah barang atau hak yang dijual; 

mutsman/ mabi' merupakan imbangan atas tsaman yang 

dipertukarkan. 
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g. Tsaman/harga adalah harga sebagai imbangan atas 

mutsman yang dipertukarkan. 

h. Bai' al-musawamah adalah jual beli dengan harga yang 

disepakati melalui proses tawar-menawar dan harga 

perolehan ditambah biaya-biaya yang diperkenankan 

tidak wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli. 

Bai' al-musawamah sering disebut dengan jual beli biasa.38 

i. Bai' al-amonah adalah jual beli yang ro'sul mal-nya wajib 

disampaikan oleh penjual kepada pembeli. 

j. Bai' al-muzayadah adalah jual beli dengan harga paling 

tinggi yang penentuan harga (tsaman) tersebut dilakukan 

melalui proses tawar menawar. 

k. Bai' al-munaqashah adalah jual beli dengan harga paling 

rendah yang penentuan harga (tsaman) tersebut dilakukan 

melalui proses tawar menawar. 

l. Al-Bai' al-hal terkadang disebut juga dengan al-bai' al-

mu'ajjal/naqdan adalah jual beli yang pembayaran 

harganya dilakukan secara tunai. 

m.  Al-Bai' al-mu'ajjal adalah jual beli yang pembayarun 

harganya dilakukan secara tangguh. 

n. Al-Bai' bi al-taqsith adalah jual beli yang pembayaran 

harganya dilakukan secara angsur/bertahap. 

o. Bai' al-salam adalah jual beli dalam bentuk pemesanan 

atas suatu barang dengan kriteria tertentu yang harganya 

wajib dibayar tunai pada saat akad. 

p. Bai' al-istishna' adalah jual beli dalam bentuk pemesanan 

pembuatan suatu barang dengan kriteria tertentu yang 
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pembayaran harganya berdasarkan kesepakatan antara 

pemesan dan penjual.39 

q. Bai' al-murabahah adalah jual beli suatu barang dengan 

menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli 

membayarnya dengan hargayang lebih sebagai laba. 

2. Ketentuan terkait Shigat al-'Aqd 

1. Akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas 

serla dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli. 

2. Akad jual beli boleh dilakukan seca.ra lisan, tertulis, 

isyarat, dan perbuatan tindakan, serta dapat dilakukan 

secara elektronik sesuai syariah dan peraturan 

penrndang-undangan yang berlaku.  

3.    Ketentuan terkait Para Pihak  

1. Penjual (al-Ba'i) dan pembeli (al-Musytari) boleh berupa 

orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik 

berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, 

berdasarkan peraturan perundangundangan yang 

berlaku. 

2. Penjuai (al-Ba'i) dan pembeli (al-Musytari) wajib cakap 

hukum (ahliyah) sesuai dengan syariah dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

3. Penjual (al-Ba'i) dan pembeli (al-Musytari) wajib memiliki 

kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad jual beli, 

baik kewenangan yang bersifat ashliyyaft maupun 

kewenangan yang bersifat niyabiyyah, seperti wakil.40 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 

A. Demografis Kota Bengkulu Kecamatan Teluk Segara  

Kota Bengkulu merupakan Ibu Kota Propinsi Bengkulu 

yang memiliki luas 151.7 KM2. Kota Bengkulu terletak di posisi 

Barat Pulau Sumatera berada diantara 30 45” – 30 59” Lintang 

Selatan serta 102022” Bujur Timur. Kota Bengkulu memiliki 

relief permukaan tanah yang bergelombang, terdiri dari 

daratan pantai dan daerah bukit-bukit serta dibeberapa tempat 

terdapat cekungan alur sungai kecil. 

Secara historis Kota Bengkulu terbentuk berdasarkan 

Undang-undang No. 6 tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan 

Daerah Propinsi Sumatera Selatan. Sejak dikeluarkannya UU 

No. I tahun 1957, Kota kecil Bengkulu diubah statusnya 

menjadi Kotapraja, meliputi 4 wilayah kedudukan yang 

membawahi 28 Kepangkuan. Berdasarkan UU. No. 9 tahun 

1967 Jo. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1988 Propinsi 

Bengkulu berdiri di Kota Bengkulu dijadikan sebagai Ibu Kota. 

Kemudian sebutan Kotapraja diganti dengan Kotamdya Dati II 

Bengkulu sesuai dengan UU. No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Pemerintahan di Daerah. Istilah Kotamdya Dati II 

Bengkulu berubah menjadi Kota Bengkulu berdasarkan UU. 

No. 22 tahun 1999 tentang Pemerinthan Daerah.41 Pada tahun 

2003 Kota Bengkulu mengalami pemekaran wilayah, yang 

semula 4 Kecamatan dengan 57 Kelurahan menjadi 9 
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Kecamatan dan 67 Kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah 

Kota Bengkulu No. 28 tahun 2003.  

Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2022 oleh Badan 

Statistik yang dikenal dengan SP2022 menunjukkan bahwa 

penduduk Kota Bengkulu berjumlah 342.437 Jiwa, yang terdiri 

dari 172.529 jiwa laki-laki dan 169.890 jiwa perempuan.42 

Adapun sebaran penduduk menurut kecamatan dapat dilihat 

pada tabel berikut :  

 

Tabel Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan di Kota 

Begkulu Tahun 2022  

No Kecamatan Laki-Laki 

(jiwa) 

Perempuan 

(jiwa) 

Jumlah  

 

1. Selebar 23.504 22.707 46.211  

 

2. Kampung 

Melayu 

14.519 13.853 28.372  

 

3. Gading 

Cempaka 

39.468 39.299 78.767  

 

4. Ratu Agung 24.742 24.513 49.255  

 

5. Ratu 

Samban 

12.149 12.457 24.624  

 

6. Teluk 

Segara 

11.714 12.284 23.998  

 

7. Sungai 

Serut 

11.023  10.958 21.981  

 

8. Muara 18.169 17.167 35.336  
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Bangkahulu  

9. Singaran 

Pati 

17.241 16.652 33.893  

 

 Total 172.529 169.890 342.437 

          

Jumlah penduduk berdasarkan Sensus Penduduk tahun 

2022, penduduk yang paling banyak tinggal di kecamatan 

Gading Cempaka, disusul Kecamatan Ratu Agung dan yang 

paling terendah di Kecamatan Sungai Serut. 

Pelaksanaan pemerintah dalam wilayah kota Bengkulu 

dipimpin langsung oleh Seorang Walikota dan Wakil Walikota 

yang dipilih langsung oleh Rakyat. Dalam melaksanakan tata 

Pemerintahan Walikota dan Wakil Walikota dibantu oleh 

Camat dan Lurah. Dari  sembilan Kecamatan, hasil pemekaran 

tersebut masing-masing terdapat beberapa kelurahan, dan 

tentunya jumlah Kelurahan yang tiap-tiap Kecamatan tidak 

sama, antara Kecamatan yang satu dengan Kecamatan yang 

lain. Jumlah Kelurahan yang paling sedikit terdapat di 

Kecamatan Kampung Melayu yakni 6 Kelurahan, dan 

Kelurahan yang paling banyak adalah Kecamatan Teluk Segara 

sebanyak 13 Kelurahan. Untuk mengetahui jumlah Kecamatan 

berikut Kelurahan yang ada dalam Kota Bengkulu 

sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:43 

 

JUMLAH KELURAHAN DALAM KOTA BENGKULU 

BERDASARKAN KECAMATAN 

NO KECAMATAN  JUMLAH KELURAHAN 

1 Gading Cempaka Lingkar Barat, Jalan 
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Gedang, Sido Mulyo, Dusun 

Besar, Cempaka Permai, 

Padang Harapan 

2 Teluk Segara Pasar Malabero, Pasar 

Berkas, Pasar Baru, Pasar 

Jitra, Pasar Melintang, 

Kebun Ros, Kebun Keling, 

Sumur Melele, Pondok Besi, 

Pintu Batu, Tengah Padang, 

Bajak dan Kampung Bali. 

3 Muara Bengkahulu Beringin Raya, Kandang 

Limun, Pematang 

Gubernur, Rawa Makmur, 

Rawa Makmur Permai, 

Bentiring dan Bentiring 

Permai. 

4 Selebar Pagar Dewa, Sumur Dewa, 

Bumiayu, Betungan, Pekan 

Sabtu, dan Sukarami 

5 Ratu Samban Anggut Atas, Anggut 

Bawah, Anggut Dalam, 

Penurunan, Pegantungan, 

Padang Jati, Belakang 

Pondok, Kebun Dahri dan 

Kebun Geran. 

6 Ratu Agung Tanah Patah, Kebun 

Tebeng, Kebun Beler, Kebun 

Kenanga, Sawah Lebar, 

Nusa Indah dan Lempuinh. 
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7 Kampung Melayu Teluk Sepang, Sumber Jaya, 

Kandang, Kandang Mas, 

Padang Serai dan Muara 

Dua. 

8 Sungai Serut Surabaya, Semarang, 

Tanjung Jaya, Tanjung 

Agung, Pasar Bengkulu, 

Suka Merindu dan 

Kampung Kelawi 

9 Singgaran Pati Dusun Besar, Jembatan 

Kecil, Lingkar Timur, 

Padang Nangka, Panorama 

dan Timur Indah. 

 

Teluk Segara adalah sebuah Kecamatan di Kota 

Bengkulu. Beberapa wilayahnya berada di tepi pantai. 

Kecamatan ini dibentuk berdasarkan keputusan pemerintah 

Nomor 42 tahun 1982 tanggal 18 desember 1982. 

Dengan mempunyai 13 Desa/Kelurahan yaitu Bajak, 

Berkas, Jitra, Kampung Bali, Kebun Keling, Kebun Ros, 

Malabero, Pasar Baru, Pasar Melintang, Pintu Batu, Pondok 

Besi, Sumur Meleleh, Tengah Padang.44 

 

B. Pangkalan Gas Lpg 3 Kilogram di Kecamatan Teluk Segara 

1. Pangkalan Gas Lpg 3 Kg Sumber Rizki Alam Di Berkas  

Pangkalan gas lpg 3 kg Sumber Rizki Alam ini terletak di 

Kelurahan Berkas Kecamatan Teluk Segara.  

                                                           
44

http://p2k.utn.ac.id/_a.php?_a=desakecamatakota&tanda=kota&prov=Bengkul

u&provkot=Kota+Bengkulu&desa=Pintu%20Batu&kec1=Teluk%20Segara, diakses pada 

tanggal 17 maret 2022. 

http://p2k.utn.ac.id/_a.php?_a=desakecamatakota&tanda=kota&prov=Bengkulu&provkot=Kota+Bengkulu&desa=Pintu%20Batu&kec1=Teluk%20Segara
http://p2k.utn.ac.id/_a.php?_a=desakecamatakota&tanda=kota&prov=Bengkulu&provkot=Kota+Bengkulu&desa=Pintu%20Batu&kec1=Teluk%20Segara
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Nama pemilik : Ramaita 

Tempat/Tanggal Lahir : Bengkulu, 12 februari 1984 

Umur : 38 tahun 

Jenis kelamin : Perempuan 

Alamat : Jl. Pari, No. 180 RT.004, RW. 002, Kel. Berkas, Kec. 

Teluk Segara 

2. Pangkalan Gas Lpg 3 Kg Audya Di Bajak 

Pangkalan gas lpg 3 kg Audya Gas ini terletak di 

Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara.  

Nama pemilik : Diah 

Tempat/tanggal lahir : Bengkulu, 05 November 1978 

Umur : 43 tahun 

Jenis kelamin : Perempuan 

Alamat : Jl. Sentot Alibasyah No. 56A RT/RW 008/003 Kel. 

Bajak 

3. Pangkalan Gas Lpg 3 Kilogram Bosman di iskandar 15 

Tengah padang 

Pangkalan gas lpg 3 kg Bosman ini terletak di Kelurahan 

Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara. 

Nama pemilik : Ujang 

Tempat/tanggal lahir : Manna, 20 Februari 1972 

Umur : 50 tahun 

Jenis kelamin : Laki-laki 

Alamat : Jl. Iskandar 15 Kel. Tengah padang Kec. Teluk 

Segara 

  

C. Konsumen Gas Elpiji 3 Kilogram  

1. Bapak Hendra 

Bapak Hendra merupakan konsumen gas elpiji 3 kg. 
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Nama : Hendra Gunawan 

Tempat/tanggal lahir : Bengkulu, 5 Maret 1979 

Umur : 39 tahun  

Jenis kelamin : Laki-laki 

Pekerjaan : Buruh Harian 

Alamat : Jl. Letkol Iskandar No.3, Tengah Padang, Kec. 

Teluk Segara 

2. Ibu Evi 

Ibu Evi merupakan konsumen gas elpiji 3 kg. 

Nama : Evi Tanjung 

Tempat/tanggal lahir : Bengkulu, 23 Februari 1980 

Umur : 42 tahun   

Jenis kelamin : Perempuan 

Pekerjaan : Ibu rumah tangga  

Alamat : Jl. Soekarno Hatta 12 RT/08 RW/03 Anggut Atas 

3. Bapak Budi 

Bapak Budi merupakan konsumen gas elpiji 3 kg. 

Nama : Budi  

Tempat/tanggal lahir : Bengkulu, 21 Februari 1990 

Umur : 28 tahun  

Jenis kelamin : Laki-laki 

Pekerjaan : Tukang Parkir 

Alamat : Jl. Sentot Alibasyah Kel. Bajak, Kec. Teluk Segara 

4. Ibu Rahmani 

Ibu Rahmani merupakan konsumen dari gas elpiji 3 kg. 

Nama konsumen : Rahmani 

Tempat/tanggal lahir : Padang, 06 februari 1959 

Umur : 63 tahun 

Jenis kelamin : Perempuan 
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Pekerjaan : Ibu rumah tangga 

Alamat : Jl. Soekarno Hatta 12 RT/08 RW/03 Anggut Atas 

5. Ibu Vita 

Ibu Vita merupakan konsumen gas elpiji 3 kg. 

Nama : Novrita Anggraini 

Tempat/tanggal lahir : Bengkulu, 24 November 1999 

Umur : 22 tahun   

Jenis kelamin : Perempuan 

Pekerjaan : Ibu rumah tangga  

Alamat : Jl. Soekarno Hatta 12 RT/08 RW/03 Anggut Atas 

6. Ibu Itam 

Ibu Itam merupakan konsumen gas elpiji 3 kg. 

Nama : Agustina 

Tempat/tanggal lahir : Bengkulu, 05 April 1970 

Umur : 49 tahun  

Jenis kelamin : Perempuan 

Pekerjaan : Ibu rumah tangga 

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kel. Kebun Ros, Kec. Teluk 

Segara 

7. Ibu Jer 

Ibu Jer merupakan konsumen gas elpiji 3 kg. 

Nama : Ijir Wati 

Tempat/tanggal lahir : Bengkulu, 10 Juli 1984 

Umur : 38 tahun  

Jenis kelamin : Perempuan 

Pekerjaan : Ibu rumah tangga  

Alamat : Jl. Soekarno Hatta 12 RT/08 RW/03 Anggut Atas 

8. Bapak Lamijan 

Bapak Lamijan merupakan konsumen gas elpiji 3 kg. 
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Nama : Lamijan 

Tempat/tanggal lahir : Muko-Muko, 08 Agustus 1973 

Umur :  46 tahun  

Jenis kelamin : Laki-laki\ 

Pekerjaan : Wiraswasta 

Alamat : Jl. Iskandar 15 Tengah Padang Kota Bengkulu 

9. Ibu Nova 

Ibu Nova merupakan konsumen gas elpiji 3 kg. 

Nama : Nova 

Tempat/tanggal lahir : Bengkulu, 23 Januari 1986 

Umur : 36 tahun  

Jenis kelamin : Perempuan 

Pekerjaan : Dagang mainan anak-anak 

Alamat : Jl. K.Z. Abidin Kel. Kebun Bungsu 

10. Ibu Kas 

Ibu Kasiati merupakan konsumen gas elpiji 3 kg. 

Nama : Kasiati 

Tempat/tanggal lahir : Muko-Muko, 02 Februari 1980 

Umur : 42 tahun  

Jenis kelamin : Perempuan 

Pekerjaan : Ibu rumah tangga  

Alamat : Jl. A. Yani, Kel. Desa Pintu Batu, Kec. Teluk Segara 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Penetapan Harga Gas LPG 3 Kilogram di Pangkalan Gas 

Kecamatan Teluk Segara  

Penetapan harga gas elpiji 3 kg harus ada unsur kerelaan 

kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar 

ataupun sama dengan nilai barang yang di tawarkan pihak 

penjual kepada pembeli. Unsur rela dan sepakat dalam akad 

syarat akan hal yang tidak merupakan kedua belah pihak dan 

dengan kata lain mengandung kata unsur keadilan.45 

Adapun Indikator Penetapan Harga : 

1. Penetapan Harga yang Beriorentasi pada permintaan  

Harga ini digunakan oleh pengecer untuk menetapkan 

targetnya dalam bentuk penjualan atau pangsa pasar. 

Penetapan harga ini mengentimasi kualitas yang akan 

diminati konsumen dalam berbagai tingkat harga dan 

berkonsentrasi pada harga yang telah ditetapkan. 

2. Asosiasi Harga-Kualitas 

Yaitu konsep yang menyatakan bahwa banyak 

konsumen percaya bahwa har ga tinggi, harga rendah 

berkonotasi dengan kualitas yang rendah. 

3. Penetapan Harga Istimewa (prestise) 

Diasumsikan konsumen tidak akan beli barang dan jasa 

pada harga yang dianggap rendah, konsumen menganggap 

                                                           
45

 Asmarita Rahayu,“Analisis Penetapan Harga Sembako Dalam Meningkatkan 

Kepuasan Pembeli Di Pasar Selasa Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru 

Ditinjau 

Dari Ekonomi Islam”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 

2019), h. 2. 
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harga yang rendah berarti kualitas dan statusnya juga 

rendah. 

4. Penetapan Harga yang Beriorentasi Pada Biaya 

Mark up pricing merupakan metode yang biasanya 

digunakan para pedagang yang usahanya membeli dan 

menjual kembali barang tersebut setelah terlebih dahulu 

ditambah biaya-biaya. Penetapan harga ini paling sering 

digunakan pengecer menentukan harga dengan 

menambahkan harga per-unit, biaya operasional dan profit 

yang diinginkan. 

5. Penetapan Harga yang Beriorentasi pada Persaingan 

Pengecer menggunakan harga pesaing sebagai 

pertimbangan, bukan faktor permintaan atau biaya. 

Perusahaan tidak akan mengubah harganya jika terjadi 

perubahan pada permintaan atau biaya, kecuali pesaing 

mengubah harganya.46 

Untuk menjelaskan tentang penetapan harga gas elpiji 3 

kg di pangkalan, maka penulis akan menetapkan beberapa 

pangkalan gas elpiji yang menjual gas tersebut ke pembeli 

(masyarakat). Maka penulis mengambil 3 pangkalan gas elpiji 

yang berbeda untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai 

bahan penjelasan pada BAB IV ini. 

 

1. Pangkalan Gas Elpiji 3 Kilogram Yang Pertama Sumber 

Rizki Alam di Berkas 

Pangkalan Gas elpiji 3 kg Sumber Rizki Alam yang 

terletak di Berkas ini awalnya merupakan Peralihan dari 

pihak lain ke Ibu Ita, dengan mengajukan permohonan 

                                                           
46

 Asmarita Rahayu, op.cit., h. 29. 
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kepada pihak pusat pertamina. Seperti yang dikatakan oleh 

Ibu Ita sebagai berikut: 

“Saya membuka usaha pangkalan gas elpiji 3 kg ini 

tidak dari awal, karna saya usaha ini merupakan 

peralihan dari saudara saya, dengan mengajukan 

permohanan kepada pihak pusat/pertamina, dan 

setahu saya sudah jarang sih bisa membuka usaha 

pangkalan gas yang baru karna biasanya hanya dari 

peralihan saja. seperti saya ini, peralihan dari saudara 

saya ke saya” 

 

Untuk menjual gas elpiji 3 kg tentu pihak pangkalan 

menetapkan harga jual yang akan dipasarkan, dilapangan 

penulis menemukan perbedaan harga di setiap pangkalan, 

padahal sesuai dengan SK Gubernur No R.227/IV Tahun 

2015 harga eceran tertinggi yaitu Rp. 15.300 di tingkat 

pangkalan, adapun yang membuat perbedaan tersebut 

menurut Ibu Ita selaku pemilik pangkalan gas: 

“Di pangkalan gas saya menjual gas elpiji 3 kg dengan 

harga Rp. 17.000/tabung gas. Karna saya mempunyai 

karyawan, saya mempekerjakan orang untuk 

membantu saat gas elpiji masuk atau mengangkut gas 

dari mobil truk ke toko. untuk mengupah karyawan 

saya, jadi saya mengambil biaya sedikit. Di pangkalan 

lain mungkin mereka juga mengambil untuk biaya 

yang mereka butuhkan jadi harganya menjadi 

berbeda” 
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Karena adanya perbedaan harga di setiap pangkalan 

gas dan tidak sesuai dengan harga yang sudah di tentukan 

dari pihak pusat, beberapa pangkalan mempertimbangan 

untuk menaikkan harga ga elpiji 3 kg, seperti yang 

dikatakan oleh Ibu Ita: 

“Saya buka usaha pastinya ingin mendapatkan 

keuntungan, apalagi saya mempunyai karyawan, jika 

saya menjual sesuai HET, saya tidak mendapatkan 

keuntungan. Jadi saya hanya menaikkan harga sedikit 

untuk upah orang yang bekerja dengan saya”47 

Kesimpulan yang penulis dapatkan di pangkalan gas 

Sumber Rizki Alam, pemilik pangkalan menetapkan harga 

gas elpiji 3 kg sebesar Rp. 17.000/tabung dengan menaikkan 

Rp. 1.700/tabung dari Harga yang sudah di tetapkan oleh 

Pemerintah/Pertamina di tingkat pangkalan. Dengan 

menimbang biaya yang Ibu Ita keluarkan untuk 

membayar/mengupah karyawan yang bekerja dengannya. 

2. Pangkalan Gas LPG 3 Kilogram Yang Kedua Audya Gas di 

Bajak 

Pangkalan yang kedua merupakan pangkalan milik 

Ibu Diah, pangkalan ini lebih besar dari pangkalan lain 

karna Ibu Diah memiliki 80-100 tabung gas elpiji 3 kg setiap 

3 kali dalam seminggu.  

Berbeda dengan pangkalan yang pertama, Pangkalan 

gas elpiji 3 kg Audya Gas menjual gas elpiji 3 kg dengan 

                                                           
47

 Hasil wawancara Ibu ita, pemilik Pangkalan Gas Lpg 3 Kg Sumber Rizki 

Alam di kecamatan Teluk Segara Berkas, pada tanggal 18 Maret 2022. 
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harga Rp. 18.000/tabung. seperti yang di katakan Ibu Diah 

sebagai pemilik pangkalan : 

“Saya menjual gas elpiji 3 kg dengan harga 

18.000/tabung, setiap 3 kali dalam seminggu saya 

memiliki 60-80 tabung gas. Saya menjual gas elpiji 3 

kg dengan mengutamakan pelanggan saya, usaha 

mikro, keluarga dan masyarakat sekitar”48 

 

 

Dengan harga yang lebih besar dari pangkalan 

pertama, yang di pertimbangkan oleh Ibu Diah untuk  

menjual diatas HET karna adanya biaya transaksi dan biaya 

transportasi yang dikeluarkan oleh Ibu Diah, seperti yang 

dikatakan oleh Ibu Diah selaku pemilik pangkalan: 

“Karna untuk melakukan transaksi saya 

mengeluarkan biaya transaksi dan biaya transportasi. 

Jadi saya menaikkan harganya dengan sebesar Rp. 

18.000/tabung gas. Menimbang karna saya 

mengeluarkan biaya transaksi dan saya juga sudah 

memiliki banyak pelanggan, karena pangkalan saya 

jarang terjadinya kelangkaan, maka warga sekitar dan 

khusunya pelanggan saya tidak mengeluh untuk 

membayar lebih Rp. 2.000-3.000 dari pangkalan lain” 

Jadi, pangkalan gas Audya Gas menetapkan harga 

jual gas elpiji 3 kg diatas HET dengan menimbang adanya 

biaya transaksi dan biaya transportasi yang ia keluarkan. 

                                                           
48

 Hasil wawancara Audya Gas, Pangkalan Gas Lpg 3 Kg di kecamatan Teluk 

Segara Bajak, pada tanggal 18 Maret 2022. 
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3.  Pangkalan Gas LPG 3 Kilogram Yang Ketiga Bosmann di 

Tengah Padang 

Pangkalan yang ketiga yang di kelola oleh Bapak 

Ujang yang terletak di Tengah Padang juga menjual dengan 

harga yang berbeda. 

Pangkalan gas Bosmann ini menjual dengan harga 

yang lebih tinggi dari kedua pangkalan yang sebelumnya, 

menurut dari hasil wawancara kedua pangkalan 

sebelumnya, Adanya perbedaan harga ini dikarenakan 

setiap pangkalan mempunyai pengeluaran yang berbeda. 

Begitu juga dengan Bapak Ujang selaku pemilik pangkalan 

gas Bosman. Seperti yang dikatakan oleh bapak Ujang 

selaku pemilik pangkalan : 

“Saya menjual gas elpiji 3 kg dengan harga Rp. 

19.000/tabung. dulu saya menjual dengan harga Rp. 

17.000/tabung. tetapi sekarang saya naikkan Rp. 2000 

setiap tabungnya” 

 

Dengan harga yang berubah menjadi lebih mahal, 

penulis merangkum pertimbangan Bapak Ujang  

menetapkan harga gas elpiji 3 kg diatas HET, seperti yang 

dikatakan oleh Bapak Ujang: 

“Saya menaikkan harga gas elpiji 3 kg/tabungnya, di 

karenakan saya harus mengeluarkan biaya untuk 

membayar dua penjaga toko sekaligus upah mereka 

membantu mengangkut gas dari mobil truk ke dalam 
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toko. Jadi, menimbang untuk mengeluarkan biaya 

upah dua orang pekerja, saya menaikkan harganya”.49  

Dengan adanya perbedaan harga gas elpiji 3 kg di 

setiap pangkalan,  penulis merangkum hasil wawancara 

beberapa konsumen gas elpiji 3 kg, 4 diantaranya seperti 

berikut : 

Ibu Evi adalah konsumen gas elpiji 3 kg bersubsidi, 
ibu Evi sudah menggunakan gas elpiji 3 kg dari tahun 2013 
hingga saat ini, menurut pengakuan Ibu Evi, awalnya 
pembelian gas elpiji 3 kg ini sangat mudah didapatkan dan 
di beli. Tetapi akhir-akhir ini sulit di daptkan dan harganya 
melambung tinggi. Untuk harga di pangkalan masih dapat 
dijangkau tetapi terkadang di pangkalan gas sering kosong, 
sehingga harus membeli di pengecer dengan harga Rp. 
27.000-35.000/tabung.50 

Bapak Hendra sebagai salah satu pelanggan gas elpiji 
3 kg dari pangkalan gas Bosman, menurut Bapak Hendra ia 
sudah lama menjadi pelanggan di pangkalan Bapak Ujang, 
Bapak Hendra membeli dengan harga Rp. 19.000/tabung, 
karena jarak rumah yang dekat dari pangkalan bosmann 
dan terkadang ingin cepat menggunakan gas, Bapak Hendra 
tidak membeli dengan pangkalan lain dengan harga yang 
lebih murah.51 

Ibu Rahmani adalah konsumen gas elpiji 3 kg 
bersubsidi, Ibu Rahmani sering menemukan perbedaan 
harga di setiap pangkalan, karena di pengecer sering 
menjual dengan harga Rp. 25.000-30.000/tabung, Ibu 
Rahmani lebih memilih untuk mecari di pangkalan. Ibu 

                                                           
49

 Hasil wawancara Bapak Ujang, Pemilik Pangkalan Gas Lpg 3 Kg Bosmann di 

kecamatan Teluk Segara Tengah Padang, pada tanggal 18 Maret 2022. 
50

 Hasil wawancara Ibu Evi, Konsumen Gas Lpg 3 Kg ,Bengkulu pada tanggal 

18 Maret 2022. 
51

 Hasil wawancara Bapak Hendra, Konsumen Gas Lpg 3 Kg ,Bengkulu pada 

tanggal 18 Maret 2022.  
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Rahmani menemukan harga gas elpiji yang berbeda mulai 
dari Rp. 16.500-20.000/tabung.52  

Ibu Vita adalah konsumen gas elpiji 3 kg bersubsidi, 
Ibu Vita sering membeli gas elpiji dengan harga Rp. 18.000-
22.000/tabung. menurut Ibu Vita harga di pangkalan cukup 
murah walaupun berbeda dari spanduk harga yang 
ditentukan dari pihak pertamina yang sering ia baca di 
setiap pangkalan. Tetapi, Ibu Vita tetap membeli karna 
kalau di eceran harganya jadi jauh lebih tinggi mulai dari 
Rp. 24.000-30.000/tabung.53 

Dari pemaparan di atas, maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa penetapan harga gas elpiji di 

pangkalan kecamatan teluk segara telah mengikuti aturan 

pemerintah dalam hal ini adalah SK Gubernur Bengkulu No 

R.227/IV Tahun 2015. 

 Adapun perbedaan harga antara pangkalan gas elpiji 

menunjukkan bahwa mereka mengikuti mekanisme pasar 

dimana mereka perlu keuntungan. 

B. Penetapan Harga Gas Lpg 3 Kilogram Dalam Perspektif 

Hukum Ekonomi Syariah 

Dalam hal jual beli penetapan harga atas barang sangat 

diperlukan untuk kelangsungan bisnis yang dijalankan. 

Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan 

penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan 

yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara 

dengan harga yang dibayarkannya agar terhindar dari hal-hal 

                                                           
52

  Hasil wawancara Ibu Rahmani, Konsumen Gas Lpg 3 Kg ,Bengkulu pada 

tanggal 18 Maret 2022. 
53

   Hasil wawancara Ibu Vita, Konsumen Gas Lpg 3 Kg ,Bengkulu pada tanggal 

18 Maret 2022. 
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yang dilarang oleh Allah dalam jual beli.54 Sebagaimana firman 

Allah dalam Q.S An-Nisa‟ [4]: 29 

 نَكُمۡ  بَ  لَكُموَ  ۡ  أمَ ا  ۡ  كُلُوۡ  تأَ لَ  ءَامَنُوا   لَّذِينَ ٱ ي ُّهَااَۡ  ي 
ۡ  مِّنكُم ضٍتَ راَ عَن رَةً تَِ   تَكُونَ  أَن ۡ  إِلَّ  طِلِ بَ  ۡ  لٱبِ   وَلَ  ۡ 

ۡ  أنَفُسَكُم ا  ۡ  تُ لُوۡ  تَق ٩٢ ماًحـِي رَبِكُم كَانَ  للَّوَ ٱ إِنَّ  ۡ   
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama-suka di 

antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. 

 

 

Ayat ini menjelaskan larangan memakan harta orang 

lain dengan jalan yang curang, melainkan dengan 

perniagaan yang di dasarkan atas suka sama suka atau 

kerelaan antara penjual dan pembeli baik dari segi 

penentuan harga dan lain-lainnya. 

Bentuk penentuan harga yang dilarang dalam islam 

antara lain menentukan harga yang berlebihan (predatory 

princing), diskriminasi penentuan harga yang berakibat 

pada ketidakadilan dan penipuan dalam menentukan harga. 

Dalam Al-Qur‟an secara jelas Allah SWT. Melarang praktik 

kecurangan dalam timbangan sebagai bagian dari kebijakan 

penentuan harga sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. Al-

Muthaffifin [83]:1-3 

                                                           
54

 Nur Asnawi dan Muhammad Asnan Fanani, Pemasaran Syariah, (Depok: 

Rajawali 

Pers, 2017), h. 98. 
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ۡوَي ۡ
 
ِّل ۡۡل ١ۡۡۡۡمُطَفِّفِيَۡل

 
ينَۡٱ ِ ذَإۡلَّذ

ِ
ۡۡإ

 
ۡۡعلََۡۡتَالوُإْۡكۡ ٱ

 
ۡۡلنذاسِۡٱ ذَإ٢ۡۡۡفوُنَۡتوَۡ يسَ  

ِ
ۡوَإ

زَهوُهُۡ ۡٱَوۡكََلوُهُۡ  ونَۡيُۡ ۡوذ ٣ۡۡۡسُِِ

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, 

(yaitu) orang-orang yang apabila meneima takaran dari orang lain 

mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau 

menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”. 

Dari penjelasan di atas, maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa kebijakan penetapan harga dalam 

sistem ekonomi syariah, harus memperhatikan hal-hal 

berikut ini: 

a. Tidak memberikan kesan palsu pada pelanggan atau 

memperoleh satu informasi harga. 

b. Tidak boleh mendapatkan sesuatu tanpa kerja keras 

(maisir), atau menerima keuntungan tanpa bekerja. 

c. Mengubah harga harus diikuti perubahan kuantitas dan 

kualitas produk. 

d. Menghindari tindakan menipu pelanggan demi 

keuntungan. 

e. Tidak diskriminasi harga pada semua konsumen. 

f. Dilarang iklan palsu melalui media. 

g. Memiliki control harga untuk memenuhi kebutuhan pasar 

atau menghindari kelangkaan sumber daya alam. 

h. Tidak boleh menimbun barang (al-ihtikar dalam konsep 

islam).55 

Dengan demikian penetapan harga dalam islam tidak 

boleh meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dengan 

                                                           
55

 Nur Asnawi dan Muhammad Asnan Fanani, Pemasaran Syariah, (Depok: 

Rajawali Pers, 2017), h. 165-166. 
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menaikan harga setinggi-tingginya hal tersebut memicu 

terjadinya kecurangan dan kezaliman terhadap pembeli. 

Menurut Hukum Ekonomi Syariah tentang penetapan 

harga jual Gas elpiji 3 kg di tiga pangkalan Kecamatan Teluk 

Segara dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah 

ditetapkan untuk pangakalan sebesar Rp 15.300 berdasarkan 

SK Gubernur No R.227/IV Tahun 2015, Hal ini disebut 

dengan istilah tas‟ir. 

Kata tas‟ir berasal dari kata sa‟ara-yas‟aru-sa‟ran, yang 

artinya menyalakan. Lalu dibentuk menjadi kata as-si‟ru dan 

jamaknya as‟ar yang artinya harga (sesuatu). Kata as-si‟ru ini 

digunakan di pasar untuk menyebut harga (di pasar) 

sebagai penyerupaan terhadap aktivitas penyalaan api, 

seakan menyalakan nilai (harga) bagi sesuatu. Dan para 

Ulama merumuskan desinisi Tas‟ir secara syar‟i, yaitu: 

seorang imam (penguasa, wakilnya atau setiap orang yang 

mengurusi urusan kaum muslim memerintahkan kepada 

para pelaku pasar agar tidak menjual komoditas kecuali 

dengan harga tertentu, mereka dilarang untuk menambah 

harga tertentu, mereka dilarang untuk menambah harganya 

hingga harga tidak membumbung atau mengurangi dari 

harganya. Jadi, mereka dilarang untuk menambah atau 

mengurangi dari harga  yang dipatok demi kemaslahatan 

masyarakat.56 

 Tas‟ir merupakan penetapan harga yang dilakukan 

oleh pemerintah karena pertimbangan kemaslahatan secara 

                                                           
56

 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dann Implementasinya Pada 

Sektor Keuangan Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 381. 
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luas. Untuk mencegah penimbunan dan menghilangkan 

kezaliman diperbolehkan. 

Berkaitan dengan penetapan harga Gas Elpiji 3 kg 

yang ditetapkan oleh beberapa pangkalan di Kecamatan 

Teluk Segara dengan harga yang bervariasi, maka 

perbedaan harga gas di beberapa pangkalan tersebut, 

tingginya harga penjual karna adanya biaya untuk transaksi, 

biaya transportasi dan biaya jasa angkut yang bekerja di 

pangkalan dan rendahnya harga karna tidak memakai 

karyawan. 

Dengan demikian penetapan harga yang di tetapkan 

oleh penjual tidak melanggar syari‟at Islam, namun ada 

beberapa yang menjual dengan harga yang tinggi, sehingga 

menimbulkan kerugian di salah satu pihak. Sedangkan di 

dalam jual beli, harus adanya suka sama suka ataupun 

kerelaan dalam bertransaksi.  
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan 

menjawab rumusan masalah pada bab-bab sebelumnya, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penetapan harga jual gas elpiji di tingkat pangkalan 

Kecamatan Teluk Segara telah menetapkan dan menjual 

dengan harga yang sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). 

Adapun perbedaan harga antara pangkalan gas elpiji 

menunjukkan bahwa mereka mengikuti mekanisme pasar 

dimana mereka perlu menghitung biaya transaksi, 

transportasi dan mendapatkan  keuntungan dari penjualan. 

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penetapan 

harga jual gas elpiji 3 kg di tingkat pangkalan Kecamatan 

Teluk Segara, Tidak Melanggar Syaria't Islam. Harga 

Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan untuk 

pangakalan sebesar Rp 15.300/tabung berdasarkan SK 

Gubernur No R.227/IV Tahun 2015, Dalam konsep 

Ekonomi Syariah aktivitas tersebut dikenal dengan istilah 

tas‟ir. Tas‟ir merupakan penetapan harga yang dilakukan 

oleh pemerintah karena pertimbangan kemaslahatan secara 

luas. Untuk mencegah penimbunan dan menghilangkan 

kezaliman. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan kesimpulan 

di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut: 
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1. Bagi pemerintah sebaiknya memberi sanksi tegas kepada 

pangkalan agar tidak ada lagi pangkalan Gas Elpiji 3 kg 

yang melanggar Harga Eceran Tertinggi. 

2. Disarankan kepada pihak Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Bengkulu agar lebih aktif menjalankan 

fungsi pengawasan terhadap penjualan gas Elpiji 3 kg di 

Kota Bengkulu. 

3. Bagi para mahasiswa dan masyarakat umum, diharapkan 

penelitian ini menjadi salah satu informasi dan wawasan 

ilmu. Dan adanya penelitian ini mampu mendorong adanya 

penelitian yang lebih baru dan bagus. 
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